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MOTTO 
 
“Maha Suci Allah Yang ditangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu” 
(QS. Al-Mulk 67:1)  
 
“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah 94:6) 
 
“Jangan pernah menundukkan kepalamu, selalu tegakkan tinggi-tinggi. Lihatlah 
dunia lurus dari matamu” 
“Saat salah satu pintu kebahagian tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya 
seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tak melihat 
yang telah terbuka untuk kita” 
(Helen  Keller) 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to find out the analysis of obstacles, 
prudential principles, and the application of the precautionary principle in 
syndicated financing at PT. BPRS Central Syariah Utama (CSU) and PT. 
BPRS Harta Insan Karimah (HIK). This is important to study because PT. 
BPRS CSU has syndicated financing products that have been running for 5 
years, thus in channeling syndicated financing must be in accordance with 
applicable regulations and minimize the risk of financing. 
This research method uses descriptive qualitative with primary and 
secondary data. Primary data obtained from interviews, and 
documentation of PT. BPRS CSU and PT. BPRS HIK. Secondary data is 
obtained from several books and journals. The data analysis used 
descriptive qualitative method and source triangulation techniques. 
The results of the study indicate that syndicated financing is a 
collaboration between several banks in financing customers. Where in the 
implementation there are syndicated Leaders and Members. The obstacles 
that experienced in the formation of syndicated financing are divided into 
internal barriers (from banks) and external barriers (from customers). The 
precautionary principle taken in syndicated financing is to use 5C 
analysis. Referring to the Fatwa of DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 
concerning Syndicated Financing, syndicated financing implemented by 
PT. BPRS CSU Surakarta can be said to be in accordance with sharia 
principle. 
Keywords: Syndication Financing, Obstacles, Prudential Principles, and 
Sharia Principles 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis 
hambatan, prinsip kehati-hatian, serta penerapan prinsip kehati-hatian 
dalam pembiayaan sindikasi pada PT. BPRS Central Syariah Utama (CSU) 
dan PT. BPRS Harta Insan Karimah (HIK). Hal ini penting untuk diteliti 
karena PT. BPRS CSU memiliki produk pembiayaan sindikasi yang telah 
berjalan selama 5 tahun. Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan 
sindikasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisir 
adanya risiko yang teradi akibat pembiayaan. 
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan 
data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara, dan 
dokumentasi PT. BPRS CSU dan PT. BPRS HIK. Data sekunder 
didapatkan dari beberapa buku dan jurnal. Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan yaitu pembiayaan sindikasi 
merupakan kerjasama antara beberapa bank dalam membiayai nasabah. 
Dimana dalam pelaksanaannya terdapat Leader dan Anggota sindikasi. 
Hambatan yang dialami dalam pembentukan pembiayaan sindikasi terbagi 
menjadi hambatan internal (dari perbankan) dan hambatan eksternal (dari 
nasabah). Prinsip kehati-hatian yang dilakukan dalam pembiayaan 
sindikasi adalah menggunakan analisis 5C. Merujuk pada Fatwa DSN 
MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, produk 
pembiayaan sindikasi yang diterapkan PT. BPRS CSU Surakarta dapat 
dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah. 
Kata Kunci: Pembiayaan Sindikasi, Hambatan, Prinsip Kehati-hatian, dan     
Prinsip Syariah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Potensi penduduk Indonesia mayoritas muslim, merupakan pasar 
pengembangan keuangan syariah yang sangat menjanjikan. Pada dasarnya 
fungsi utama Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional 
yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali 
atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi, dimana dalam praktiknya 
Bank Syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk 
pemberian pembiayaan, baik pembiayaan untuk modal usaha ataupun 
untuk konsumsi.(Rini, 2017) 
Berdasarkan fungsinya jenis bank di Indonesia dapat 
dikelompokkan menjadi Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan 
Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) 
Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, adalah Bank konvensional yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Sedangkan BPR Syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan 
sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-
prinsip syariah. (Rini, 2017) 
Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia semakin 
menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah 
lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi 
pembiayaan yang tidak berbasis riba. Sampai dengan tahun2018, jumlah 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia mencapai 167 
bank. (Husaeni, 2017) 
Gambar 1.1 
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan di BPRS Tahun 2014 hingga 2018 
 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018 
Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan BPRS 
setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2014, 
jumlah penyaluran pembiayaan mencapai Rp 5.004 Triliun dan pada 2015 
menjadi Rp 5.765 Triliun, di tahun 2016 total pembiayaan di BPRS naik 
menjadi Rp 6.662 Triliun. Sedangkan pada tahun 2017 penyaluran 
pembiayaan mecapai Rp. 7.763 Triliun dan di tahun 2018 total penyaluran 
pembiayaan mencapai Rp 9.084 Triliun. 
Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama BPRS sehingga 
pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapatan utama BPRS, akan 
tetapi pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi BPRS (Husaeni, 
2017). Pembiayaan merupakan kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau 
2014 2015 2016 2017 2018
 5,004,909  
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 9,084,467  
Ju
ta
an
 R
u
p
ia
h
 
Pertumbuhan Pembiayaan BPRS 
Jumlah Pembiayaan
3 
   
 
 
finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 
kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan 
(Chadziq, 2017) 
Kegiataan kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga 
perbankan yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 
1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. 
Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Bank 
merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya (Endraswari & Sudantra, 2010) 
Akan tetapi meningkatnya penyaluran kredit/pembiayaan kepada 
nasabah, bank rentan terhadap risiko yang mungkin dapat membahayakan 
bank. Dalam hal ini, semakin tinggi penyaluran pembiayaan maka semakin 
tinggi pula risiko yang akan dihadapi bank syariah (high risk high return). 
Risiko tersebut tercermin dari pembiayaan non lancar (non performing 
financing). (Husaeni, 2017). 
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
15/POJK.03/2017 rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing 
Loan / NPL Net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non 
Performing Financing / NPF Net) lebih dari 5% dari total kredit atau total 
pembiayaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana 
standar NPF untuk BPRS adalah 7%. 
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Umardani mengatakan bahwa besarnya jumlah kredit dan 
mengingat bisnis perbankan, khususnya perkreditan mempunyai tingkat 
risiko (degree of risk) yang cukup tinggi sehingga membuat perbankan 
menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). 
Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan 
prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam penyaluran 
kredit/pembiayaan dan melakukan penyebaran portofolio penyediaaan 
dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan presentase 
tertentu terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak yang tidak terkait 
dengan memperhatikan keadaan modal bank. Prinsip kehati-hatian 
merupakan dasar ditetapkannya beberapa pembatasan dan larangan dalam 
pemberian pembiayaan. (Asih, 2011) 
Hal ini disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang 
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/2005 yang telah 
diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian 
Kredit Bank Umum. Penentuan batas penyaluran pembiayaan bank syariah 
juga diatur dalam PBI No. 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum 
Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Oleh karena itu, adanya peraturan BMPD bank tidak dapat 
memberikan pembiayaan melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.  
Akan tetapi, terkadang nasabah yang pada umumnya perusahaan besar 
membutuhkan pembiayaan dengan jumlah dana yang cukup besar 
sehingga melebihi batas maksimum yang telah diberikan.  
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Sejalan dengan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya 
melakukan pembangunan, lembaga keuangan kususnya bank sangat 
diharapkan dukungannya dalam hal pembiayaan. Adanya penetapan batas 
maksimum pemnyaluran dana menjadi penghalang bagi para pelaku usaha 
dalam memperoleh dana dengan jumlah yang besar. 
Dalam menyikapi BMPD, lembaga keuangan syariah melakukan 
inovasi produk dalam hal pembiayaan melalui pembiayaan sindikasi. 
Mengingat sifat dari proyek yang membutuhkan dana besar dengan jangka 
waktu panjang, skema pembiayaan secara sindikasi menjadikan opsi 
paling tepat, disamping sebagai bagian dari mitigasi risiko proyek. 
Sehingga Bank Syariah pun dapat berpartisipasi dalam merealisasikan 
komitmen perseroan dalam mendukung program pemerintah untuk 
mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.  
Menurut Agustianto Wakil Sekjen MES Pusat dan Ketua Ikatan 
Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dalam 
http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016/, yang 
diakses pada 18 Desember 2018, pembiayaan sindikasi merupakan bagian 
penting dari upaya pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan 
syariah. 
Bank-bank syariah yang selama ini belum banyak mengembangkan 
produk sindikasi perlu melakukan diversifikasi produknya ke pembiayaan 
sindikasi dalam merespon perkembangan bisnis korporasi yang sedang 
tumbuh dan menangkap peluang pembiayaan infratruktur. Hal ini 
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disebabkan karena kebutuhan dana pembiayaan korporasi dan infrastruktur 
sangat besar. Selain itu untuk menyikapi penetapan batas maksimum 
Penyaluran Dana (BMPD). 
Adanya pembiayaan sindikasi, bank syariah dapat melakukan 
sharing dana dan sharing risiko dengan bank lainnyadalam membiayaai 
nasabah. Melalui sindikasi sebagai teknik dalam menyebarkan risiko, 
untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan. Dikarenakan melalui 
sindikasi maka risiko pembiayaan dapat ditanggung oleh para peserta 
sindikasi lainnya (Yose dan Trihantana, 2017). 
Adapun manfaat peminjam dalam pinjaman sindikasi antara lain, 
kemungkinan mendapatkan jumlah pinjaman jauh lebih besar, kecepatan 
mendapatkan layanan kredit, mengurangi risiko ketergantungan pinjaman, 
memperluas mitra bank, meningkatkan reputasi bisnis di pasar. 
Sedangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah kesederhanaan 
dan kecepatan pembentukan aset, diversifikasi dan minimisasi risiko 
kredit, pengurangan biaya tambahan pada aktivitas pemasaran dan 
penghematan biaya transaksi, mendapatkan penghasilan tambahan dalam 
bentuk komisi, perluasan basis pelanggan; memperbaiki reputasi bisnis, 
meningkatkan likuiditas aset, dll. (Moroz, 2016) 
Sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia 
bisnis, yang menuntut perputaran modal yang cepat dengan jumlah modal 
yang besar. Hanya saja kredit sindikasi ini nampaknya belum begitu 
terkenal di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, hanya kalangan 
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tertentu sajalah yang kerap menggunakan kredit bentuk ini. (Arethusa, 
2016) 
Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al- Mujamma’) 
menurut Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 adalah suatu akad 
antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga 
Keuangan Syariah maupun antara Lembaga Keuangan Syariah dan 
Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek 
tertentu secara bersama–sama. 
Apabila terdapat kerjasama sindikasi sesama bank syariah akan 
menggunakan sistem bagi hasil, yaitu dengan melakukan profit and loss 
sharing, yang didalamnya menggunakan suatu konsep dimana dalam 
menghadapi kerugian dan dalam memperoleh keuntungan akan dilakukan 
secara bersama. 
Sedangkan apabila terdapat kerajsama sindikasi yang melibatkan 
bank syariah dengan bank konvensional, apabila sepanjang tidak 
melanggar dan bertentangan dengan prinsip syariah maka dapat dilakukan, 
selama terdapat pemisahan dan pembatasan terhadap aspek tertentu. (Yose 
dan Trihantana, 2017) 
Yose dan Trihantana (2017) meneliti mengenai peran serta dan 
mekanisme bank syariah pada pembiayaan sindikasi di Bank Syariah 
Mandiri Pusat. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa peran serta bank 
syariah pada pembiayaan sindikasi tidak hanya untuk meningkatkan aset 
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perbankan syariah melainkan untuk menjaga likuiditas dan ikut 
berkontribusi dalam pembangunan nasional di Indonesia. 
Endrasari dan Sudantra (2010) meneliti mengenai kredit sindikasi 
sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah dengan adanya kredit sindikasi permintaan 
kredit dalam skala besar tetap dapat diberikan oleh pihak bank tanpa harus 
melanggar ketentuan Batas Maksimim Pemberian Kredit (BMPK). 
Umardhani meneliti mengenai kredit sindikasi dalam perspektif 
hukum dan peraturan perbankan (studi kasus pada PT. Bank DKI). Hasil 
dari penelitian tersebut adalah kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi 
secara umum telah sesuai terlihat telah diatur pada klausa perjanjian kredit 
sindikasi. 
Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atas pemberian kredit 
sindikasi pada proyek tersebut menjadi sangat penting mengingat 
mengenai Legal Lending Limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit 
(BMPK) dari bank peserta sindikasi ada yang dilampaui namun pada 
kredit sindikasi ini dikecualikan dikarenakan adanya surat pengecualian 
bmpk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta dengan surat jaminan 
pemerintah (Letter Of Guarantee) yang diterbitkan oleh Menteri 
Keuangan. 
Beberapa penelitian terdahulu sebenarnya telah mencoba 
menerangkan secara lebih luas mengenai pembiayaan sindikasi, tetapi 
penelitian tersebut lebih memfokuskan pnelitiannya pada mekanisme 
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pelaksanaan pembiayaan sindikasi. Pada kenyataannya bukan tidak 
mungkin terdapat hambatan dalam melaksanakan suatu pembiayaan 
kemudianprinsip kehati-hatian yang wajib mereka jalankan untuk 
menghindari kemungkinan risiko yang akan timbul serta dalam melakukan 
kegiatan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. 
Penelitian diatas belum ada penelitian yang membahas tentang 
hambatan, prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta penerapan 
prinsip syariah dalam melaksanakan pembiayaan sindikasi bank syariah. 
Untuk itu peneliti ingin membahas hal tersebut agar dalam pelaksanaan 
pembiayaan sindikasi dapat berjalan lancar dan tidak membahayakan 
kesehatan bank. 
Kerumitan proses pembentukan sindikasi yang mana melibatkan 
beberapa lembaga keuangan dan para peserta sindikasi, maka tidak 
menutup kemungkinan berbagai masalah timbul sehingga menghambat 
terlaksananya pembiayaan sindikasi. Oleh karena itu agar pembiayaan 
sindikasi tidak gagal maka perlu diketahui apa yang menjadi hambatan 
dalam pelaksanaan sindikasi, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi 
hambatan dalam pembentukan sindikasi, sehingga dapat diketahui 
penyelesaiannya. 
Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang 
menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 
memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Selain itu, dalam pembiayaan sindikasi yang dijalankan 
berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus bertindak sesuai dengan 
ketentuan syariah peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip kehati-
hatian. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung 
risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat 
berpengaruh terhadap kesehatan bank. 
Dari diskripsi diatas penelitian ini akan meneliti mengenai 
hambatan, prinsip kehati-hatian, serta penerapan prinsip syariah dalam 
pembiayaan sindikasi pada PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
dan PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta. Peneliti memilih kedua 
BPRS tersebut karena aset yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hingga 
tahun 2018, PT. BPRS Central Syariah UtamaSurakarta memiliki aset 
sebesar Rp. 26 Miliyar. Sedangkan aset PT. BPRS Harta Insan Karimah 
Surakarta sekitar lebih dari Rp. 113 Miliyar. 
Dengan aset setinggi itu, PT. BPRS CSU dan PT. BPRS HIK 
mengelola aset tersebut sehingga tidak menimbulkan idle fund dan dalam 
menyalurkan pembiayaan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian 
Pembiayaan. Serta melakukan sharing dana dan sharing risiko dengan 
bank lainya menggunakan pembiayaan sindikasi. 
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber dari 
masing-masing bank, mengatakan bahwa BPRS CSU telah melakukan 
pembiayaan sindikasi selama 5 tahun sedangkan BPRS HIK telah 
melakukan pembiayaan sindikasi selama 4 tahun dengan sesama BPRS 
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lainnya. Kedua BPRS tersebut juga pernah berperan sebagai leader 
maupun sebagai anggota/peserta sindikasi. 
Akan tetapi apakah terdapat hambatan dalam melakukan 
pembiayaan sindikasi yang telah dialami kedua bank tersebut, dengan 
prinsip kehati-hatian yang mereka terapkan sudah mengurangi hambatan 
ataupun pembiayaan bermasalah. 
Adanya fatwa tentang pembiayaan sindikasi yang menjadi dasar 
lembaga keuangan untuk menjalankan produk pembiayaan sindikasi, 
apakah pembiayaan sindikasi syariah yang dilakukan kedua BPRS tersebut 
sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pembiayaan sindikasi tersebut 
menjadi opsi yang paling tepat dalam pembiayaan skala besar. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul“Analisis Hambatan, Prinsip Kehati-
Hatian Serta Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Sindikasi 
Pada PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Melihat latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang 
dapat diteliti, masalah tersebut yaitu: 
1. Kerumitan proses pembentukan sindikasi yang melibatkan beberapa 
lembaga keuangan dan para peserta sindikasi, maka tidak menutup 
kemungkinan berbagai masalah timbul sehingga menghambat 
terlaksananya pembiayaan sindikasi. 
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2. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur 
dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 serta penentuan batas penyaluran 
pembiayaan bank syariah juga diatur dalam PBI No. 13/5/PBI/2011 
tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana. 
3. Karena belum ada penelitian yang membahas terkait hambatan, prinsip 
kehati-hatian serta penerapan prinsip syariah dalam melaksanakan 
pembiayaan sindikasi maka hal tersebut yang melatarbelakangi penulis 
dalam melakukan penelitian 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini 
tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian serta dapat mengetahui 
sejauh mana hasil penelitian dapat di manfaatkan. Batasan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini, penulis hanya fokus pada pembahasan mengenai 
pembiayaan sindikasi bank syariah. 
2. Obyek penelitian hanya fokus pada PT. BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta dan PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta. 
3. Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu hanya membahas 
mengenai hambatan, prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
pembiayaan sindikasi serta penerapan prinsip syariah pembiayaan 
sindikasi. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 
permasalahan yang penulis temukan: 
1. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberian pembiayaan 
sindikasi? 
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang 
dilakukan dalam pemberian pembiayaan sindikasi kepada nasabah? 
3. Apakah pelaksanaan pembiayaan sindikasi telah sesuai dengan prinsip 
syariah dilihat dari Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 
tentang pembiayaan sindikasi? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pemberian 
pembiayaan sindikasi bank syariah pada PT. BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta dan  PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta 
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta dalam pemberian pembiayaan 
sindikasi untuk nasabah. 
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada PT. BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta apakah telah sesuai dengan prinsip 
syariah yang tertuang pada Fatwa DSN MUI No 91/DSN-
MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dari Aspek Akademis  
a. Penelitian ini akan memberikan teori tentang pembiayaan sindikasi 
bank syariah. 
b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan 
pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 
pembiayaan di suatu bank syariah. 
2. Dari Aspek Praktis 
a. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada pihak bank 
tentang hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pemberian 
pembiayaan sindikasi dan cara penyelesaiannya, prinsip kehati-
hatian dalam pemberian pembiayaan sindikasi untuk nasabah serta 
penerapan prinsip syariah pada pembiayaan sindikasi. 
Sehingga pihak bank dapat lebih berhati-hati dalam memberikan 
pembiayaan sindikasi kepada nasabah agar tidak terjadi 
pembiayaan bermasalah. Selain itu juga memberikan informasi 
kepada nasabah mengenai pembiayaan sindikasi pada bank syariah. 
b. Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang pembiayaan sindikasi pada bank syariah yaitu 
mengenai hambatan, prinsip kehati-hatian serta penerapan prinsip 
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syariah  dalam melaksanakan pembiayaan sindikasi bank syariah 
kepada nasabah. 
 
1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan sindikasi 
antara lain: 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian Yang Relevan 
No Peneliti Judul 
penelitian 
Metodologi 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Mardiana 
Yose dan 
Rully 
Trihantana 
(2017) 
Peran serta dan 
mekanisme 
bank syariah 
pada 
pembiayaan 
sindikasi di 
Bank Syariah 
Mandiri Pusat 
Penelitian 
deskriptif 
kualitatif 
Peran serta bank syariah pada 
pembiayaan sindikasi tidak 
hanya untuk meningkatkan 
asset perbankan syariah saja, 
melainkan juga untuk 
menjaga likuiditas dan ikut 
untuk berkontribusi dalam 
pembangunan nasional 
Indonesia. 
2 A.A. Mirah 
Endraswari 
dan I Ketut 
sudantra 
Kredit 
sindikasi 
sebagai 
alternatif 
pembiayaan 
kredit dalam 
skala besar 
Penelitian 
Hukum 
Normatif 
Dengan adanya kredit 
sindikasi permintaan kredit 
dalam skala besar tetap dapat 
diberikan oleh pihak bank 
tanpa harus melanggar 
ketentuan Batas Maksimum 
Pemberian Kredit (BMPK) 
3 Mohamad 
Kharis 
Umardani 
Kredit 
sindikasi 
dalam 
perspektif 
hukum dan 
peratura 
perbankan 
(studi kasus 
pada PT. Bank 
DKI) 
Penelitian 
Hukum 
Normatif 
Kewajiban kreditur dalam 
kredit sindikasi secara umum 
telah sesuai terlihat telah 
diatur pada klausula 
perjanjian kredit sindikasi. 
penerapan prinsip kehati-
hatian perbankan atas 
pemberian kredit sindikasi 
pada proyek tersebut menjadi 
sangat penting mengingat 
mengenai legal lending limit 
atau BMPK. 
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4 Giovanni 
Arethusa 
(2016) 
Tanggung 
jawab debitur  
Penelitian 
Hukum 
Normatif 
Bentuk pertanggungjawaban 
debitur terhadap kreditur 
dalam pembiayaan proyek 
yang sifatnya sindikasi adalah 
dengan memberikan jaminan. 
5 Amalia 
Puspita Rini 
(2017) 
Analisis 
pembiayaan 
sindikasi pada 
Bank 
Pembiayaan 
Rakyat Syariah 
(BPRS) di 
daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
(Studi Fatwa 
No. 9/DSN-
MUI/IV/2014 
tentang 
pembiayaan 
sindikasi) 
Penelitian 
deskriptif 
kualitatif 
Proses pembiayaan sindikasi 
di BPRS Madina, BPRS 
BDW, dan BPRS MAM 
sudah sesuai ketentuan. 
6 
Afrizal 
Fathoni 
Amnan 
(2016) 
Kebijakan PT. 
BNI Syariah 
dalam 
pembiayaan 
sindikasi 
Penelitian 
deskriptif 
kualitatif 
Dengan merujuk pada Fawta 
DSN dan MUI No. 91/DSN-
MUI/IV/2014 tentang 
pembiayaan sindikasi, 
kebijakan PT. BNI Syariah 
mengenai pembiayaan 
sindikasi dapat dikatakan 
sudah sesuai dengan prinsip 
syariah. 
7 
Cornel 
Rosendoyo 
Asih (2011) 
Analisis 
pembiayaan 
sindikasi 
antara bank 
syariah dengan 
lembaga 
pembiayaan 
syariah (studi 
kasus : 
pembiayaan 
sindikasi 
helikopter) 
Penelitian 
deskripsi 
analisis 
Pembiayaan sindikasi yang 
dilakukan oleh bank syariah 
dan lembaga pembiayaan 
syariah mengalami berbagai 
hambatan. Namun terkait hak 
dan kewajiban peran sebagai 
lead bank adalah telah 
bertanggungjawab. Dalam 
kerjasama serta pemberian 
pembiayaan sindikasi kepada 
nasabah debitur telah sesuai 
dengan peraturan perbankan 
yang berlaku. 
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8 
Nurul Dwi 
Arifiani 
(2016) 
Mekanisme 
Akad 
Musyarakah 
Mutanaqhisah 
(studi pada 
nasabah 
pembiayaan 
sindikasi 
syariah di 
Bank Jateng 
Syariah) 
Penelitian 
kualitatif 
deskriptif  
Mekanisme akad musyarakah 
mutanaqhisah di Bank Jateng 
Syariah sudah menggunakan 
prinsip syariah dan sesuai 
Fatwa DSN MUI No. 
73/DSN-MUI/IX/2008 dan 
pembiayaan sindikasi sudah 
sesuai dengan konsep 
pembiayaan sindikasi syariah 
sesuai dengan Fatwa DSN 
MUI No. 91/DSN-
MUI/IV/2014 
 
1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara 
menggambarkan, menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan 
bahasa. Penelitian ini akan dilakukan di PT. BPRS Central Syariah Utama 
dan PT. BPRS Harta Insan Karimah. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian, buku, dan jurnal. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu teknik deskriptif dengan uji validitas menggunakan triangulasi 
sumber dan teknik. 
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1.9. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari proses penyusunan 
proposal hingga hasil akhir dari penelitian ini yaitu pada bulan September 
sampai selesai. 
 
1.10. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab  ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas deskripsi konseptual fokus dan subfokus 
penelitian, beserta hasil penelitian yang relefan. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan perihaldesain penelitian,subyek penelitian, 
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan 
reabilitas data. 
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menyajikan hasil dari penelitian yaitu berupa data-data 
yang telahdiperoleh selama penelitian, baik berupa data primer 
maupun sekunder. Dataprimer yang diperoleh dari wawancara dan 
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data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-
dokumen resmi dari BPRS Central Syariah Utama dan BPRS Harta 
Insan Karimah. 
BAB V: PENUTUP 
 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dibahaspada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan 
saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut brdasarkan 
hasil penelitian tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
  
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Teori-Teori Umum 
2.1.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah 
(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS). Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank alternatif 
yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil 
menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar syariah 
(yang menjalankan prinsip syariah). (Husaeni, 2017) 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Mariyanti dan Anisah, 
2015) 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Dalam 
artian baha BPRS tidak memberikan jasa dalam hal transfer (pengiriman 
uang), melakukan inkaso, menerbitkan kartu kredit, mendiskonto, dan 
mengeluarkan cek perjalanan dan jasa ATM. (Mariyanti dan Anisah, 2015) 
Adapun tujuan yang dikehendaki dengan pendirian BPRS menurut 
Muhammad (2010:49) adalah: (Mariyanti dan Anisah, 2015) 
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1. Meneingkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama 
masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di 
pedesaan. 
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat Kecamatan, sehingga 
mengurangi arus urbanisasi. 
3. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi 
dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas 
hidup yang memadai. 
Seperti lembaga keuangan yang lainnya, BPRS juga melakukan 
kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan 
kredit. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 
1998. Namun tidak seperti Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha 
Syariah, terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan menurut 
Undang-Undang No. 7 pasal 14 tahun 1992. 
1. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 
syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank 
lain. 
2. Kegiatan BPRS yang dilarang 
a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas 
pembayaran. 
b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. 
c. Melakukan penyertaan modal. 
d. Melakukan usaha perasuransian. 
e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan 
pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS. 
 
2.1.2. Kredit Sindikasi 
Kredit Sindikasi atau “Syndicated Loan” merupakan suatu 
pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya 
terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada 
seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai 
satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik 
debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah 
yang dibutuhkan untuk membiayaai proyek tersebut sangat besar, sehingga 
tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. 
Kredit sindikasi merupakan suatu teknik pembiayaan kredit selain 
untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, juga 
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merupakan teknik penyebaran dan meminimalisir risiko apabila terjadi 
kredit macet dalam pengembaliannya. 
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi 
yakni pihak debitur, arranger (bank yang bertugas mempertemukan 
debitur dengan peserta sindikasi), lead manager, participant (bank-bank 
peserta sindikasi), agent bank yang terdiri atas facility agent (agen dalam 
pengurusan administrasi), security agent (agen jaminan), dan escrow agent 
(agen pengelola rekening penampungan), serta melibatkan pula notaris 
dalam pengesahan perjanjian kredit yang dibuat. 
Dalam keadaan tertentu arranger dapat merangkap sebagai lead 
manager yaitu pemimpin dalam suatu pemberian kredit sindikasi, ataupun 
dapat dipisah anatara bank yang menjadi arranger atau menjadi lead 
manager. Selanjutnya atas mandate yang telah diberikan oleh debitur, lead 
manager akan menyiapkan dua dokumen yakni information memorandum 
yang membuat rincian mengenai pinjaman, informasi mengenai profil 
perusahaan, jumlah kredit yang dibutuhkan, proposal pembiayaan proyek 
dari calon penerima kredit (debitur) serta dokumen perjanjian kredit 
sindikasi. 
Pada peserta sindikasi (participants) selanjutnya akan melakukan 
penilaian terhadap dokumen permohonan kredit tersebut, apakah bersedia 
turut serta memberikan kredit atau tidak. Setelah menyetujui permohonan 
tersebut maka proses selanjutnya yakni penandatanganan perjanjian kredit. 
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Penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh bank-bank 
peserta sindikasi, penerima kredit bersama notaris.  
Setelah proses penandatanganan selesai maka selanjutnya agent 
bank akan mentatausahakan penyediaan dana yang berlangsung melalui 
suatu proses yakni bank-bank peserta sindikasi akan mentransfer sejumlah 
dana yang telah disepakati untuk diberikan kepada penerima kredit dalam 
satu rekening khusus. 
Kemudian tugas agent bank yaitu mentransfer keseluruhan jumlah 
dana yang akan ditarik oleh debitur sindikasi sesuai dengan perjanjian 
kredit sindikasi. Tugas agent bank selanjutnya akan berlangsung terus 
selama jangka waktu kredit. Setelah kredit tersebut ditandatangani 
biasanya akan dilakukan publisitas atas terbentuknya kredit sindikasi 
tersebut. (Endraswari dan Sudantara, 2010) 
 
2.1.3. Pembiayaan Sindikasi 
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka aktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas 
pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. (Haris, 2015) 
Menurut Stanley Hurn pembiayaan sindikasi syariah adalah dana 
yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh beberapa bank dengan 
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persyaratan, kondisi dan menggunakan dokumen yang sama, serta 
diadministrasikan oleh agent yang sama (Yose dan Trihantara, 2017). 
Pembiayaan sindikasi menurut Lampiran IV Surat Edaran Otoritas 
jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 merupakan pemberian 
pembiayaan bersama antara sesama BPRS atau antara BPRS dengan bank 
umum syariah, unit usaha syariah, atau bank konvensional kepada satu 
nasabah, yang jumlah pembiayaan terlalu besar apabila diberikan oleh satu 
bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat 
bertindak sebagai arranger, underwriter, agen, atau partisipan. 
 
2.1.4. Karakteristik dan Tujuan Pembiayaan Sindikasi 
Karakteristik pembiayaan sindikasi menurut Lampiran IV Surat 
Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 anatara lain: 
1) Jangka waktu pembiayaan pada umumnya berjangka menengah atau 
panjang. 
2) Dapat ditunjuk salah satu partisipan sebagai agen yang dapat berfungsi 
untuk mendukung aktivitas pembiayaan sindikasi dan/atau 
mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. 
Tujuan atau manfaat sindikasi pembiayaan menurut Lampiran IV 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 anatara 
lain: 
1) Bagi BPRS sebagai berikut: 
a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.Sebagai sarana berbagi 
resiko. 
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b. Meningkatkan kapasitas pembiayaan BPRS. 
c. Memperoleh pendapatan. 
2) Bagi nasabah yaitu memperoleh pembiayaan dengan jumlah besar 
yang sulit dibiayai hanya dengan satu BPRS. 
 
2.1.5. Akad dan Persyaratan Pembiayaan Sindikasi 
Akad yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi menurut 
Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
37/SEOJK.03/2015 antara lain: 
1) Akad antara sesama peserta sindikasi: Mudharabah, Musyarakah, 
Wakalah bil Ujrah, dan akad syariah lainnya yang sesuai; 
2) Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah: akad jual-beli, sewa 
menyewa (Ijarah), musyarakah, dan akad syariah lainnya yang sesuai. 
Persyaratan dalam pembiayaan sindikasi menurut Lampiran IV 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 antara 
lain: 
1) Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad: 
a) Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka 
rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung 
lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; 
b) Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank 
konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka harus: 
a. Menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; dan 
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b. Dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang 
kemudian dibuat dokumen khusus untuk bank syariah 
tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri. 
2) Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng 
dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab 
untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. 
3) Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain 
yang dapat dipersamakan dengan itu. 
4) BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan 
nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 
5) BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 
6) BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening 
yang memadai. 
 
2.2. Teori-Teori Variabel Secara Umum 
2.2.1 Pembiayaan Sindikasi 
Pada umumnya pembiayaan sindikasi ini diberikan kepada nasabah 
korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Terdapat tiga 
bentuk pembiayaan sindikasi, yaitu: (Chadziq, 2017) 
1. Lead syndication yaitu sekelompok bank yang bersindikasi untuk 
membiayai suatu usaha/proyek nasabah dan dan dipimbin oleh leader 
bank yang sudah ditunjuk oleh nasabah. 
2. Club deal yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama 
membiayai suatu proyek, tetapi diantara bank yang satu dan bank yang 
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lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan 
modal. 
3. Sub syndication yaitu sindikasi antar sesama bank peserta sindikasi, 
meskipun tidak terdapat hubungan dengan pesarta sindikasi lainnya. 
Gambar 2.1 
Skema Pembiayaan Sindikasi 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Yose dan Trihantana, 2017 
Keterangan: 
1) Pembiayaan diberikan oleh beberapa kreditur dan difasilitasi oleh 
arranger yang sudah diberikan wewenang. 
2) Jaminan dikuasai secara paripasu. 
3) Satu akad pembiayaan. 
4) Administrasi dan cheklist dokumen persyaratan pembiayaan, termasuk 
jaminan, difasilitasi oleh agency. 
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2.2.2. Hambatan terkait proses pembiayaan 
Yunitarini (2007) mengatakan masalah risiko bisnis Bank Syariah 
mengacu pada konsep credit risk bukan bussiness risk. Jaminan risiko 
melihat secara keseluruhan, untuk memastikan pengusaha tidak keluar dari 
akad. Kegagalan suatu usaha yang disebabkan oleh suatu kondisi yang 
tidak dapat terhindarkan (force majure), penghitungan lagi secara teliti. 
Berkaitan dengan jaminan kerugian ini lebih idealnya konsep pembagian 
dengan profit sharing, permasalahan yang timbul shohibul maal sulit 
mengontrol mudlorib dalam pengelolaan dananya. 
Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut (Fikruddin,2015): 
1. Hambatan intern, merupakan hambatan yang muncul dari dalam 
organisasi sendiri. 
2. Hambatan Ekstern, merupakan hambatan yang muncul dari luar 
organisasi yaitu dari nasabah. 
Menurut Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 
identifikasi risiko dalam pembiayaan sindikasi antara lain: 
1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (credit risk) yang disebabkan 
oleh nasabah wanprestasi atau default. 
2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh 
proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian 
eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS. 
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3. BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang tidak disebabkan 
ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 
dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi 
yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh 
nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuiditas bagi 
BPRS. 
 
2.2.3. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) 
Prinsip kehati-hatian (prudent) adalah salah satu konkretisasi dari 
prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Disamping 
pula sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh 
kegiatan perbankan (Sukarjono dan Purnomo, 2014). 
Usanti mengungkapkan dasar filosofi eksistensi prinsip kehati-
hatian pada kegiatan usaha perbankan hakikatnya adalah sebagai jaminan 
kepercayaan masyarakat kepada perbankan, pada perbankan syariah tidak 
sebatas jaminan kepercayaan tetapi dimaknai jaminan atas amanah yang 
sudah diberikan oleh masyarakat. 
Usanti mengungkapkan perbankan syariah tidak semata-mata 
berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan 
merupakan mitra nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan 
dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip 
kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang amanah dalam 
keadaan sehat, likuid, solvent, dan profitable. 
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Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah 17 Juni 2008, dalam 
menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank 
Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank 
Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 
dananya. Dalam kewajiban pengelolaan risiko, Bank Syariah dan UUS 
wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan 
perlindungan nasabah. 
Melihat pesatnya perkembangan produk dan layanan perbankan 
yang semakin beragam dan kompleks, maka penerapan prinsip kehati-
hatian dalam aktivitas perbankan menjadi semakin penting. Prinsip kehati-
hatian bank merupakan prinsip yang utama dalam aktivitas perbankan 
(Abubakar dan Handayani, 2017). 
Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari 
diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu 
dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid, 
solvent dan menguntungan (profitable). Dengan diberlakukanya prinsip 
kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap 
perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu 
menyimpan dananya di bank. 
Untuk hal menjaga kesehatan bank sebagaimana dijelaskan dalam 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada 
pasal 35 ayat (1) yaitu bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 
yang dalam hal ini adalah penyaluran dana harus menerapkan prinsip 
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kehati-hatian dan pasal 37 ayat (2) mengenai BMPP yaitu Bank Indonesia 
menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana 
berdasarkan prinsip syariah yang tidak boleh melebihi 30% dari modal 
bank syariah 
Kemudian pada pasal 38 beserta penjelasannnya terkait penerapan 
manajemen risiko adalah dengan melakukan serangkaian prosedur dan 
metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, 
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan 
usaha bank. 
Prinsip ini lebih banyak digunakan dalam bentuk dalam pemberian 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat 
dari kewajiban Bank untuk melakukan analisis sebelum kredit atau 
pembiayaan disalurkan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
kredit atau pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit atau 
pembiayaan yang macet, sehingga prinsip ini lebih banyak ditafsirkan 
sebagai cara bagi bank untuk menghindari kredit atau pembiayaan 
bermasalah (Abubakar dan Handayani, 2017). 
Implementasi penerapan prinsip kehati-hatian dilihat dari beberapa 
aspek, antara lain (Abubakar dan Handayani, 2017): 
1. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan sebagai lembaga, 
yang meliputi kelembagaan bank, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini bermakna 
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bahwa kewajiban bankmenerapkan prinsip kehati-hatian sudah 
melekat sejak bank itu didirikan. 
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yang 
tujuannya untuk menghindari atau pembiayaan yang bermasalah atau 
macet. Penerapan prinsip kehati-hatian disini lebih menekankan pada 
tujuan bank untuk memenuhi tingkat kesehatan bank yang 
disyaratkan. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
kredit, menjelma dalam kewajiban bank untuk melakukan analisa 
yang mendalam terhadap watak, kemampuan, permodalan, agunan 
dan prospek usaha nasabah sebelum menyalurkan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. secara implisit, penerapan 
prinsip kehati-hatian disini juga dimaknai berhati-hati dalam 
menentukan calon nasabah. 
3. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada organ bank itu 
sendiri untuk menghindari bank dari kerugian dan menjaga 
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 
Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam 
UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah adalah dalam mekanisme 
pemberian kredit atau pembiayaan, yang mewajibkan bank untuk 
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan itikad baik bank untuk 
membayar untuk membayar utang atau menunaikan kewajibannya dalam 
pembiayaan serta melakukan analisa yang mendalam terkait watak 
(character), kemampuan (capacity), permodalan (capital), jaminan 
34 
   
 
 
(collateral), serta prospek usaha (condition of economic) atau yang dikenal 
dengan 5C (Abubakar dan Handayani, 2017) 
Umardani mengatakan bahwa kredit sindikasi merupakan solusi 
bagi pembangunan dan proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan 
dana besar. Besarnya jumlah kredit yang dibutuhkan nasabah atau 
perusahaan dan mengingat bisnis perbankan khususnya 
perkreditan/pembiayaan, mempunyai tingkat risiko (degree og risk) yang 
cukup tinggi membuat perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian 
(prudential banking principle) serta memperhatikan asas-asas perkreditan 
yang sehat dalam menyalurkan kredit/pembiayaan. 
 
2.2.4. Pembiayaan Sindikasi Menurut Fatwa DSN MUI 
Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang 
menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 
memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam 
kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. (Amnan, 2016) 
Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan pada ajaran Al-
Quran dan Sunah. Dalam konteks Indonesia, Prinsip Syariah adalah 
prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah. Untuk pembiayaan sindikasi telah 
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diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
pembiayaan sindikasi. (Amnan, 2016) 
Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al- Mujamma’) 
menurut Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 adalah suatu akad 
antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga 
Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dan 
Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek 
tertentu secara bersama–sama. 
Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan 
sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma’) terdapat beberapan 
ketentuan, antara lain: 
1) Ketentuan Umum 
Dalam fawa ini yang dimaksud dengan: 
a) Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’) adalah 
akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama 
Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan 
Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka 
membiayai proyek tertentu secara bersama-sama; 
b) Entitas sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan 
Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga 
Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara 
bersama kepada nasabah. 
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c) Akad Jual-beli (al-bai’) adalah sebagaimana dimaksud dalam 
Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor. 05/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN MUI Nomor. 06/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna’; 
d) Akad Ijarah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-
MUI Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 
e) Akad Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 27/DSN-MUI/IV/2000 
tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik; 
f) Akad Musyarakah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa 
DSN-MUI Nomor. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah; 
g) Akad Musyarakah Mutanaqishah adalah sebagaimana dimaksud 
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang 
Musyarakah Mutanaqishah; 
h) Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa 
DSN-MUI Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan 
Mudharabah (Qiradh); 
i) Akad Muzara’ah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara 
pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman 
berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik 
dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. 
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j) Akad Mukhabarah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara 
pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman 
berasal dari penggarap lahan, hasil pertanian dibagi antara pemilik 
dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati; 
k) Akad Musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan 
penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan 
berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan 
penggarap sesuai nisbah yang disepakati; 
l) Akad Mugharasah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan 
penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang 
dipanen adalah pohonnya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi 
antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang 
disepakati. 
2) Ketentuan Hukum: 
Pembiayaan sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau 
antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuanggan Syariah dengan satu 
dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan 
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini. 
3) Ketentuan Akad Antara Sesama Peserta Sindikasi 
Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa: 
a) Akad Murabahah; peserta sindikasi sebagai pihak yang 
menyertakan modal (shahibul mal) sedangkan Leader (Mudharib) 
tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (ra’sul mal) 
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namun menyertakan modal dalam bentuk keahlian/ketrampilan 
usaha; 
b) Akad Musyarakah; di antara syarik yang ditunjuk melalui sebuah 
kesepakatan untuk menjadi Leader yang berkedudukan sebagai 
pengelola berhak memperoleh pendapatan/penghasilan tambahan 
dengan akad tersendiri; 
c) Akad Wakalah; peserta sindikasi sebagai muwakkil dan Leader 
berkedudukan sebagai wakil. Apabila akad dilakukan dengan 
menggunakan akad Wakalah bil Ujrah, maka wakil tersebut berhak 
mendapatkan ujrah.  
4) Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah 
Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah dapat berupa: 
a) Akad jual-beli (al-bai’), baik jual-beli musawamah (bai’ al-
musawamah); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-
menawar, jual-beli murabahah (bai’ al-mrabahah) , jual-beli 
salam(bai’ al-salam), jual-beli istishna (bai’ al-istishna) atau jual-
beli istishna’ paralel(bai’ al-istishna’ al-muazi); 
b) Akad sewa menyewa (Ijarah) atau akad sewa-menyewa yang 
diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (al-Ijarah al-
Muntahiyyah bi al-Tamlik); 
c) Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal 
usaha (musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di mana 
semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi 
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dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (musyarakah 
mutanaqisah); 
d) Akad kerjasama usaha pertanian: a) muzara’ah, b) mukhabarah, c) 
mugharasah, dan d) musaqah. 
5) Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad 
a) Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, 
maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen 
pendukung lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu 
dokumen. 
b) Dalam ini sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah 
dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus 
menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen 
induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen 
Lembaga Keuangan Syariah tersendiri, dan dibuat pula dokumen 
khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri. 
6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan 
syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Pembiayaan sindikasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, 
bank syariah harus bertidak sesuai dengan ketentuan syariah peraturan 
perundangan yang berlaku.  
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2.3. Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan, prinsip 
kehati-hatian serta penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan sindikasi 
pada PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta. Untuk mendekatkan 
masalah yang akan dianalaisis pada penelitian ini, maka perlu dibuat 
kerangka pemikiran yang bermaksud untuk mengarahkan peneliti dalam 
menentukan data dan informasi dalam penelitian ini. 
Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, sebagai langkah pertama 
peneliti akan menggali informasi melalui wawancara dengan Senior 
Account Officer PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta mengenai 
hambatan pembentukan pembiayaan sindikasi, penerapan prinsip kehati-
hatian serta penerapan prinsip syariah dalam pembiyaan sindikasi dilihat 
PT. BPRS Harta Insan 
Karimah Surakarta 
Pembiayaan Sindikasi 
Hambatan 
Pelaksanaan 
Pembiayaan Sindikasi 
Prinsip Kehati-hatian 
(Prudential Banking 
Principle) 
Prinsip Syariah 
PT. BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta 
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dari Fatwa DSN MUI No. 91/ DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan 
sindikasi. 
Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan Kabag PT. BPRS 
Harta Insan Karimah Surakarta terkait pembiayaan sindikasi yang 
mencakup hambatan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta penerapan 
prinsip syariah. Dimana PT. BPRS Harta Insan Karimah pernah 
melakukan kerjasama sindikasi. 
Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan direksi PT. 
BPRS Central Syariah Utama untuk mengetahui valid dan reliabelnya dari 
variabel hambatan dalam pembentukan pembiayaan sindikasi dan 
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan sindikasi. 
Untuk mengetahui valid dan realiabelnya dari variabel penerapan 
prinsip syariah dilihat dari Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 
tentang pembiayaan sindikasi, peneliti juga melakukan observasi dan 
melakukan analisis terhadap dokumen serta wawancara dengan pihak PT. 
BPRS CSU Surakarta. 
Peneliti dalam melakukan analisis data akan terlebih dahulu mecari 
data-data terkait dengan penelitian yang terkait, kemudian dari data 
tersebut akan dijadikan acuan atau pedoman bagi penelitian dalam 
melakukan proses wawancara. Setelah data dikumpulkan, langkah 
selanjutnya data dideskripsikan, dianalisa, ditafsirkan dan disimpulkan. 
Untuk memilah dan memilih informasi yang penting atau informasi yang 
sesuai, maka informasi yang penting dalam penelitian ini adalah 
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wawancara dengan para informan dari PT. BPRS Central Syariah Utama 
dan PT. BPRS Harta Insan Karimah yang telah dipilih serta berbagai data 
yang bersumber dari PT. BPRS Central Syariah Surakarta. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta yang beralamatkan di Jl. Hasanudin No. 
109 B Srambatan Surakarta. Penelitian ini juga akan dilakukan pada PT. 
BPRS Harta Insan Karimah Surakarta yang beralamatkan di Jl. Brigjen 
Sudiarto No. 200 Joyotakan, Serengan Surakarta. 
Alasan peneliti memilih bank syariah tersebut adalah dimana kedua 
BPR Syariah tersebut telah lama memiliki produk pembiayaan sindikasi 
dan telah menjadi peserta sindikasi maupun menjadi leader serta pernah 
melakukan kerjasama pembiayaan sindikasi. Waktu yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini yaitu dari mulai proses penyusunan proposal hingga 
penelitian selesai yaitu pada bulan Januari sampai selesai. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Sedangkan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian dengan metode 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study) yang difokuskan 
untuk mengungkap fenomena serta mengembangkan pengetahuan 
mengenai Pembiayaan Sindikasi. 
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Desain penelitian (research design) adalah rencana untuk 
pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pertanyaan 
penelitian dari studi (Sekaran dan Bougie, 2017). Desain penelitian ini 
merupakan penelitian yang bertipe field research (penelitian lapangan) 
dengan menjadikan data lapangan sebagai bahan acuan utama, karenanya 
penelitian ini dibutuhkan analisa yang komprehensif. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada kajian analisis praktis 
terhadap Pembiayaan Sindikasi Pada BPRS Harta Insan Karimah 
Surakarta dan PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta. 
 
3.3. Data dan Sumber Data 
Terdapat dua sumber data pokok yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.  
a. Data Primer 
Data primer (primary data) merupakan sumber data penelitian 
yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 
perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 
menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini 
subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasilpengujian-
pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2014).  
Data ini diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pihak PT. 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta serta pihak PT. BPRS Harta 
Insan Karimah yang dianggap relevan untuk diambil datanya. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder (secondary data) merupakan sumber data 
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 
dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak di 
publikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014). 
Data tersebut berupa sumber pustaka, penelitian terdahulu, dan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal pembiayaan sindikasi. 
data tersebut seperti profil, pelaksanaan pembiayaan sindikasi, dll. 
Sedangkan data dokumentasi diperoleh melalui majalah, internet, dan 
buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan sindikasi. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting 
dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan 
pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan 
responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat 
komunikasi,misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2013).  
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Wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada 
pihak PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta dan pihak PT. BPRS 
Harta Insan Karimah yang telah dipilih. Metode pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara langsung yang mendalam dengan responden, 
dengan mencatat opini mereka. Sebagai informan yang dipilih melalui 
penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta 
representatif dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. 
Penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang 
bertanggungjawab dalam bagian pemberian pembiayaan. Selain itu,  
wawancara direkam untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan disimpan 
dan dicatat. Wawancara dilakukan fokus kepada hambatan, prinsip kehati-
hatian dan prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan sindikasi. 
Peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu Senior Account 
Officer, Direksi, dan DPS PT. BPRS Central Syariah Utama serta Kabag 
Marketing PT. BPRS Harta Insan Karimah. 
2. Dokumentasi 
Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan cara 
mempelajari, menelaah, dan meneliti pembiayaan sindikasi dalam hal 
hambatan, prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah dalam melaksanakan 
pembiayaan sindikasi. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah arsip dokumen mengenai profil perusahaan, dokumen mengenai 
pembiayaan sindiakasi. Tujuan dari penggunaan dokumen yaitu untuk 
mendukung dan menambah informasi serta bukti-bukti sumber lainnya. 
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3.5. Uji Validitas Dataa 
Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji validitas 
eksternal, validitas internal, reliabilitas dan objektifitas. Uji validitas 
merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada tempat penelitian 
dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Validitas internal 
berhubungan dengan desain penelitian dalam hasil yang diperoleh. Pada 
uji validitas internal tersebut terdapat beberapa cara pengujian yaitu salah 
satunya menggunakan triangulasi (Sugiyono, 2017). Triangulasi sendiri 
terdapat berbagai model yaitu: 
1. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji sumber data dengan 
memastikan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau 
lebih dari satu sumber (Sugiyono, 2017). Dengan adanya triangulasi 
sumber ini diharapkan suatu informasi yang diperoleh antara satu 
sumber dapat dipastikan dengan sumber lainnya. Dalam hal ini peneliti 
memastikan antara informasi yang diperoleh dari sumber satu dengan 
sumber yang lainnya. 
2. Triangulasi teknik 
Triangulasi teknik digunakan untuk menguji data dengan cara 
memastikan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
berbeda. Apabila dari berbagai teknik dalam pengumpulan data 
diperoleh suatu informasi yang berbeda-beda, maka peneliti dapat 
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 
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atau dengan yang lainnya. Hal tersebut digunakan untuk memastikan 
bahwa data yang mana yang dianggap benar, sehingga dapat diperoleh 
data yang valid (Sugiyono, 2017). 
3. Triangulasi Waktu 
Triangulasi waktu mempengaruhi validitas data. Karena data yang 
dikumpulkan dalam waktu yang berbeda dapat menghasilkan suatu 
informasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengujian validitas data 
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 
wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang 
berbeda. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka harus dilakukan 
secara berulang-ulang sampai menemukan kepastian datanya. 
Sehingga akan memberikan data yang lebih valid (Sugiyono, 2017). 
Penelitian ini dalam mengambil data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Diharapkan dengan menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik, data yang didapatkan oleh 
peneliti lebih valid. 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan suatu proses 
mencari dan menyususn data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Data tersebut 
dikelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, memilih data yang penting dan dipelajari, serta 
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membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri 
ataupun orang lain. 
Menurut Indranata (2008:194) analisa data dapat dikatakan sebagai 
proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat 
menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisa data ini prinsipnya adalah 
menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. 
Proses analisa data dilakukan mulai dari data diperoleh dari 
kegiatan penelitian hingga data disajikan untuk dapat dikomunikasikan. 
Dan kegiatan analisis data ini dilakukan guna untuk mampu menjawab 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di sebuah obyek penelitian. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 
deskriptif, menurut Nasution (1998:128) analisis deskriptif adalah teknik 
analisis yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati 
dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang 
digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuan analisis data hanya 
menyajikan dan menganalisi data agar bermakna dan komunikatif. 
Peneliti dalam melakukan analisis data akan terlebih dahulu mecari 
data-data terkait dengan penelitian yang terkait, kemudian dari data 
tersebut akan dijadikan acuan atau pedoman bagi penelitian dalam 
melakukan proses wawancara. 
Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya data dideskripsikan, 
dianalisa, ditafsirkan dan disimpulkan. Untuk memilah dan memilih 
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informasi yang penting atau informasi yang sesuai, maka informasi yang 
penting dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan dari 
PT. BPRS Central Syariah Utama dan PT. BPRS Harta Insan Karimah 
yang telah dipilih serta berbagai data yang bersumber dari PT. BPRS 
Central Syariah Surakarta. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum 
4.1.1. PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
A. Sejarah PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
Sebelum berada dilokasi Jl. Hasanudin No. 109  B Srambatan 
Surakarta, lokasi BPRS Central Syariah Utama (CSU) berada di Jl. Gatot 
Subroto No. 192 RT 01/ RW 03 Kratonan Serengan Surakarta 57153. Di 
lokasi tersebut BPRS CSU mengontrak selama ± 2 tahun. Bersamaan 
dengan mulai diajukannya dua permohonan pendirian Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah terdahulu, dengan para tokoh KAHMI yang memiliki 
tujuan yang sama untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
Surakarta. 
Harapan atas berdirinya BPRS CSU, adalah dapat memberikan 
kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. kemudian 
membeli ruko di Jl. Hasanudin No. 109 B Srambatan Surakarta untuk 
mendirikan kegiatan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga 
perbankan syariah tersebut. Penggunaan kantor BPRS CSU, diresmikan 
pada hari Minggu, 11 Maret 2012 oleh DR. Ir. H. Akbar Tandjung. 
Badan hukum BPRS CSU adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan 
akta pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia No. AHU-45380.AH.01.01 Tahun 2008, pada tanggal 28 Juli 
2018. Jadi PT. BPRS Central Syariah Utama (CSU) Surakarta sudah 
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beroperasi menjalankan kegiatan yang berbasis pembiayaan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip syariah. 
Pindahnya lokasi pebankan syariah tersebut yang semula di 
Serengan, kemudian di Srambatan Surakarta semoga dapat menjangkau 
semua kalangan msyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah. izin 
prinsip dari Bank Indonesia No 10/684/DPbS, tanggal 9 Mei 2008. Izin 
operasional dari Bank Indonesia  tanggal 8 Januari 2009, PT BPRS Central 
Syariah Utama (CSU) mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 2009. 
 
B. Visi dan Misi PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
PT. BPRS Centran Syariah Utama Surakarta terus berupaya 
memberikan pelayanan perbankan yang profesional dan amanah, melalui 
produk dan jasa layanan yang aman, inovatif dan menguntungkan, serta 
terus tumbuh secara sehat dengan kinerja dan reputasi yang positif. 
1. Visi dari PT. BPRS Central Syariah Utama adalah “Menjadi Bank 
Syariah Sehat, Profesional, dan Bermaslahah bagu Umat”. 
2. Misi dari PT. BPRS Central Syariah Utama adalah sebagai berikut: 
a. Memberdayakan ekonomi umat dengan menjunjung tinggi prinsip 
keadilan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraanumat 
secara berkelanjutan. 
b. Membangun budaya kerja perbankan yang dilandasi oleh nilai-nilai 
Ibadah (lillahi ta’ala), Amanah (Trusty), Khabir (Expert), dan 
Ithqan (Excellent). 
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c. Memberikan solusi layanan keuangan universal berbasis 
keragaman akad syariah yang amanah dan menentramkan. 
 
C. Struktur Organisasi PT BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta 
 
Struktur Organisasi PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
Dewan Komisaris 
1. Komisaris Utama : Prof. Dr. dr. H. Harijono. K.S., SP.KK 
2. Komisaris  : Drs. H. Hardono, MH., MBA. 
Dewan Pengawas Syariah 
1. Ketua  : Dr. H. Moh. Abdul Kholid Hasan, Lc., M.A. 
2. Anggota  : Rial Fu’adi, S.Ag., M.Ag. 
Dewan Direksi 
1. Direktur Utama : Septian Aribowo 
2. Direktur  : - 
Bagian Operasional 
1. Kabag Operasional : Fenty Watidah 
2. Admin dan Legal Pembiayaan : Danik Yulianti 
Dwi Nursiyati 
3. Admin Pembukuan Accounting : Indriyati 
4. Kasir/Teller  : Sabdo Utami 
5. Customer Service  : Adelia Candra Dewi 
6. Urusan Umum  : Bambang Irawan 
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 Adrian Puthut K 
Bidang Marketing/Bisnis 
1. Senior Account Officer : Widya Budi Dharma 
2. Kepala Kantor kas  :  Hasanudin Jafar 
3. Collector/Remidial : Putut Ari K 
Dwi Wahyono 
4. Account Officer Funding : Abdul Isak 
5. Account Officer (AO) : Priyono 
 Johan Novia T 
 Luqman Azhari Y.A 
6. IT    : Yusuf Triyanto 
 
D. Profil PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
Nama  : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Central Syariah 
Utama Surakarta 
Alamat : Jl. Hasanudin No. 109 B Srambatan – Surakarta 57134. 
Telp  : (0271) 710457 
Fax  : (0271) 742909 
Email  : centralsyariahutama@yahooco.id 
 
4.1.2. PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta 
A. Sejarah PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah 
Surakarta merupakan cabang ke-6 yang didirikan oleh PT. INDUK HIK 
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yang berkantor pusat di Jakarta. Sejak berdirinya PT. INDUK HIK hingga 
kini telah memiliki 5 cabang BPRS terdahulu, yakni: BPRS HIK Cileduk 
(1993), BPRS HIK Cibitung (1993), BPRS HIK Bekasi (2005), BPRS 
HIK Parahyangan (2006), BPRS HIK Makassar (2013). 
PT BPRS HIK Surakarta didirikan di Surakarta dengan Akta 
Pendirian No. 8 tanggal 02 September 2013, yang dibuat dihadapan Tegar 
Pembangun Dayu Putro, SH Notaris di Surakarta. Untuk pertama kali 
Perusahaan didirikan dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Harta Insan Karimah Surakarta. Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh 
Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor 
15/139A/KEP.GBI/DpG/2013. 
Atas rahmat Allah SWT, BPRS HIK Surakarta mulai beroperasi 
pada tanggal 25 Januari 2014. Dengan mengusung konsep “Melayani 
Untuk Kemaslahatan Masyarakat”, BPRS HIK Surakarta dalam 
menjalankan kegiatan perbankan senantiasa berdasar pada prinsip 
keadilan, transparansi dan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga sangat 
baik bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. pembukaan jaringan 
dan pengembangan produk juga akan terus ditingkatkan dalam upaya 
mempertahankan eksistensi BPRS HIK Surakarta di kancah ekonomi 
syariah nasional. (http://www.gruphik.co.id/hiksurakarta diakses pada 
tanggal 20 Februari 2019). 
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B. Kelembagaan PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta 
Kelembagaan PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kegiatan Usaha 
Perusahaan ini bergerak dalam bidang Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk menghimpun dana 
dari masyarakat melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan 
dana kepada masyarakat untuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan 
konsumtif tanpa melanggar kaidah-kaidah syariah. 
2. Visi 
Visi dari PT. BPRS Harta Insan Karimah adalah “Menjadi Bank 
Syariah Yang Unggul Dan Terpercaya” 
3. Misi 
Misi dari PT. BPRS Harta Insan Karimah adalah sebagai berikut: 
a. Menjalankan usaha perbankan yang sehat yang amanah 
berdasarkan syariah Islam. 
b. Berperan aktif dalam pengembangan dan pertumbuhan dunia 
usaha. 
c. Memberikan pelayanan yang profesional. 
d. Meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan karyawan serta 
kesejahteran masyarakat. 
e. Menjalankan misi dakwah yang “rahmatan lil alamin” 
4. Motto Perusahaan 
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Motto dari PT. BPRS Harta Insan Karimah adalah “Maju bersama 
dalam usaha sesuai syariah”. 
 
C. Struktur Organisasi PT. BPRS Harta Insan Karimah 
Surakarta 
 
Strukrur organisasi PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BPRS HIK Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPRS HIK Surakarta 
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D. Profil PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
Nama    : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 
KarimahSurakarta 
Alamat  : Jl. Brigjen Sudiarto No. 200, Joyotakan, Serengan, 
Surakarta (57175) 
No. Telp/Fax  : Telp. (0271) 639636 / Fax. (0271) 669377 
Email   : bprs.hik_ska@yahoo.com 
Homepage  : www.gruphik.co.id/hiksurakarta# 
Tahun Berdiri  : 2014 
Tahun Beroperasi : 2014 – sekarang 
 
4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Produk Pembiayaan Sindikasi  
Dalam merespon perkembangan dunia usaha PT. BPRS Central 
Syariah Utama melakukan pembiayaan sindikasi dengan tujuan 
meminimalisir risiko atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan sindikasi 
adalah pembiayaan yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan 
dalam membiayai nasabah dimana pelaksanaannya terdapat leader dan 
peserta sindikasi. 
Pembiayaan sindikasi dilakukan untuk meminimalisir risiko dan 
memang dari PT. BPRS Central Syariah Utama terbatas pada Batas 
Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Untuk menghitung BMPD didapat 
dari kerugian bank dengan modal disetor. 
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BMPD untuk pihak terkait seperti direksi, pemegang saham, 
komisaris dan lembaga eksekutif (Kabag) ditetapkan paling tinggi 10% 
dari modal bank,  sedangkan pihak tidak terkait seperti contohnya nasabah 
ditetapkan paling tinggi 20%. Sehingga jika terdapat pengajuan 
pembiayaan nasabah yang lebih dari BMPD, maka PT. BPRS Central 
Syariah Utama akan melakukan pembiayaan sindikasi. 
Mekanisme pembentukan pembiayaan sindikasi di PT. BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta dalam membiayai nasabah menggandeng 
bank syariah lainnya. Alur pembiayaan sama seperti pembiayaan yang 
lainnya. Pertama, nasabah datang ke bank atau pihak bank mendatangi 
nasabah. Kedua, kita lihat plafonnya berapa. Kalau memeng lebih dari 
BMPD, maka otomatis PT BPRS Central Syariah Utama akan melakukan 
pembiayaan sindikasi. untuk prosesnya sama seperti pembiayaan lainnya, 
kemudian dilakukan survey dan analisis. 
Setelah itu di acc atau tidaknya pengajuan pembiayaan nasabah. 
Jika di acc, otomatis bank akan mencari anggota sindikasi dengan 
menaarkan dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi PT. BPRS Central 
Syariah Utama menggandeng BPRS lainnya untuk melakukan sindikasi. 
Setelah itu akan disampaikan pengajuan nasabah kepada anggota sindikasi. 
dan jika ada BPRS lain yang berminat maka akan di analisis ulang dan 
terdapat perjanjian dalam kerjasama tersebut.  
Jadi dalam teknisnya untuk kerjasama sindikasi harus bersifat 
terbuka antar peserta sindikasi seperti dalam melakukan survey nasabah, 
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survey jaminan, dan analisis agunan harus dilakukan bersama. Selain itu 
semua kelemahan maupun kelebihan nasabah harus disampaikan untuk 
menghindari masalah dikemudian hari. 
Kepesertaan PT. BPRS Central Syariah Utama dalam pembiayaan 
sindikasi tidak hanya terbatas dengan Bank Syariah saja, namun dapat pula 
dilakukan dengan Bank Konvensional dengan ketentuan akad dan 
perhitungan margin bagi hasil dalam dokumen atau akad pembiayaan 
tersendiri. Namun dalam pengalamannya selama melakukan pembiayaan 
sindikasi, PT. BPRS Central Syariah Utama hanya melakukan kerjasama 
sindikasi dengan sesama BPRS saja. 
Pembagian porsi dalam kerjasama sindikasi sesuai dengan 
kemampuan dari masing-masing BPRS dalam membiayaai nasabah. 
pembagian hasil usaha antar peserta sindikasi berdasarkan nisbah yang 
disepakati. Yang mana diambilkan dari margin atau ujrah pembiayaan 
yang diterima kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau dana 
yang diberikan masing-masing bank sindikasi. 
Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-
masing peserta sindikasi dalam membiayai nasabah. Sehingga perjanjian 
kerjasama tersebut dapat dikatakan sesuai dengan desain akad musyarakah 
dalam pembiayaan sindikasi PT. BPRS Central Syariah Utama.  
Untuk sisi kerjasama antara Bank dengan nasabah dapat 
menggunakan berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
Apakah digunkan untuk modal kerja ataupun investasi, misalkan sektor 
61 
   
 
 
pertambangan, properti, developer, rumah makan pengusaha muda, dan 
lain sebagainya. 
Akad yang dapat digunakan antara Bank dengan nasabah dalam 
pembiayaan sindikasi diantaranya adalah akad musawamah, murabahah, 
salam, salam pararel, istishna’, istishna’ pararel, ijarah, ijarah 
muntahiyyah bitamlik, musyarakah mutanaqishah. Akad yang sering 
digunakan dalam pembiayaan sindikasi PT. BPRS Central Syariah Utama 
adalah menggunakan akad murabahah. 
Bapak Widya Budi Dharma selaku senior account officer 
mengungkapkan bahwa terkait PT. BPRS Central Syariah Utama yang 
menjadi leader maka tanggung jawab yang ditanggung juga akan lebih 
besar dikarenakan memang PT. BPRS Central Syariah Utama lebih 
mengetahui nasabah dari awal. Seperti mulai dari angsuran dan 
maintenance pembiayaan nasabah. Selain itu keuntungan sebagai leader 
untuk administrasi pendapatan lebih besar daripada anggota.  
Berdasarkan dari hasil wawancara, didapat data penyaluran 
pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta sebagai berikut: 
Tabel 4.1. 
Penyaluran Pembiayaan Sindikasi per Desember 2018 PT. BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta 
PENYALURAN PEMBIAYAAN SINDIKASI PT. BPRS CSU SURAKARTA 
LEADER 
   
  
      
  
 1 Global :    1,000,000,000  
 
CSU      25,000,000    
  
 
   1,050,000,000  
  
     25,000,000    
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 2 Global        450,000,000  
 
CSU    225,000,000    
  
     
  
      
  
 3 Global        610,000,000  
 
CSU    190,000,000    
  
     
  
ANGGOTA 
    
  
      
  
 1 Global    2,000,000,000  
 
CSU    375,000,000    
  
     
  
      
  
 2 Global    1,500,000,000  
 
CSU    300,000,000    
  
     
  
      
  
 3 Global        200,000,000  
 
CSU      50,000,000    
           300,000,000           75,000,000    
Sumber: Data Penyaluran Sindikasi per Desember 2018 PT. BPRS Central 
Syariah Utama 
 
4.2.2. Hambatan Pembentukan Pembiayaan Sindikasi 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah sebelum pembiayaan 
dapat diberikan kepada nasabah, terlebih dahulu harus memperoleh dana 
yang dibutuhkan oleh nasabah. maka sebelumnya harus terbentuk 
kerjasama sindikasi, dimana beberapa lembaga keuangan harus 
menyatukan dana untuk membiayai nasabah.  
Selama melakukan pembiayaan sindikasi terdapat beberapa kendala 
yang dihadapi oleh PT. BPRS Central syariah Utama Surakarta sehingga 
menghambat pelaksanaan pembiayaan sindikasi. dimana hamabatan itu 
terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. 
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Dalam wawancara, peneliti menanyakan hambatan apa saja yang 
pernah dialami PT. BPRS Central Syariah Utama dalam proses 
pembentukan pembiayaan sindikasi. Kemudian informan menjawab: 
“Kalo kendala saat pembentukan pembiayaan sindikasi mungkin 
dari nasabah yang ternyata kita analisa itu sudah memenuhi kriteria 
terus kita sampaikan calon peserta sindikasi tapi kok ternyata dari 
calon peserta sindikasi mungkin merasa kurang layak jadi itu 
sebagai hambatan kita untuk memberikan pembiayaan ke nasabah 
bersangkutan. Jadi kita sudah memberikan gambaran analisa 
tentang usaha, kapasitas nasabahnya seperti ini, karakternya seperti 
ini, tapi ternyata dari pihak BPRS yang lainnya sebagai calon 
anggota sindikasi ternyata merasa kurang layak untuk dibiayai, nah 
itu salah satu hambatannya.”(wawancara dengan Bapak Widya 
Budi Dharma selaku senior account officer PT. BPRS Central 
Syariah Utama, 22/04/2019) 
Adanya Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pada BPRS 
juga menjadi kendala dalam pembentukan pembiayaan sindikasi. BMPD 
masing-masing bank berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan 
membutuhkan lebih dari dua bank untuk kerjasama sindikasi. 
“Terus yang kedua mungkin dalam pembiayaan sindikasi mungkin 
terkait ketersediaan dana dari mitra sindikasi seperti itu. Dalam 
artian nasabah satu itu mungkin sudah pembiayaan di BPRS yang 
ternyata sebagai mitra sindikasi. Nah, jadi disini kita ya otomatis 
belum tau ternyata sudah ada pembiayaan di tempat tersebut. 
akhirnya mereka yang seharusnya bisa maksimal sesuai BMPD 
akhirnya ya cuman tinggal berapa saja, jadi tidak maksimal untuk 
pemberian plafond pembiayaan untuk sindikasi itu.” (wawancara 
dengan Bapak Widya Budi Dharma selaku senior account officer 
PT. BPRS Central Syariah Utama, 22/04/2019) 
Dalam pembiayaan sindikasi terdapat leader dan anggota dalam 
pemberian pembiayaan kepada nasabah. Leader memiliki tanggung jawab 
yang besar dalam maintenance nasabah. Sehingga tidak semua peserta 
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sindikasi langsung berhubungan dengan nasabah. bagaimana jika menjadi 
peserta atau anggota sindikasi? 
“Hambatan lain terkait menjadi anggota sindikasi yaitu untuk 
maintenance nasabah, bank tidak dapat secara langsung 
berinteraksi dengan nasabah karena harus melewati leader 
pembiayaan sindikasi.” (wawancara dengan Bapak Widya Budi 
Dharma selaku senior account officer PT. BPRS Central Syariah 
Utama, 22/04/2019) 
Selain hambatan dari pihak perbankan dalam proses pembiayaan  
sindikasi, terdapat hamabatan yang berasal dari nasabah, dimana hambatan 
ini yang paling ditakuti, dikarenakan hambatan ini dapat menyebabkan 
kredit macet dalam kelangsungan pembiayaan. 
“Hambatan terkait konsistensi usaha nasabah. Dimana kendala 
yang paling besar itu terdapat pada sirkulasi usaha nasabah, karena 
sangat berpengaruh dalam angsuran pembiayaan nasabah. Dimana 
berpotensi menjadi kredit macet. (wawancara dengan Bapak Widya 
Budi Dharma selaku senior account officer PT. BPRS Central 
Syariah Utama, 22/04/2019) 
 Pertanyaan penelitian yang sama juga diberikan kepada Direktur 
Utama PT. BPRS Central Syariah Utama, berikut ini jawabannya: 
“Perbedaan analisis pembiayaan nasabah atau cara pandang bprs 
berbeda-beda. Sehingga komite sindikasi akhirnya tidak sepakat 
dalam melakukan kerjasama sindikasi. Selain itu, dalam membiayai 
nasabah tidak boleh melebihi BMPD.”(wawancara dengan Bapak 
Septian Aribowo selaku direktur utama PT. BPRS Central Syariah 
Utama, 24/05/2019) 
Selain dari pihak PT. BPRS Central Syariah Utama, peneliti uga 
melakukan wawwancara dengan pihak PT. BPRS Harta Insan Karimah, 
dimana pernah melakukan kerjasama dengan PT. BPRS Central Syariah 
Utama terkait hambatan pembentukan pembiayaan sindikasi. 
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“Seperti misalkan lokasi nasabah atau lokasi jaminan yang jauh 
dari bank, untuk meminimalisir risiko BPRS HIK menggandeng 
BPRS yang lokasinya dekat dengan nasabah.”(wawancara dengan 
Bapak Slamet Riyadi selaku Kabag marketing PT. BPRS Harta 
Insan Karimah, 15/04/2019) 
Lokasi nasabah atau lokasi jaminan yang jauh dengan bank akan 
memberi pengaruh pada saat melakukan survey sehingga membutuhkan 
waktu yang lama untuk menganalisanya. 
 
4.2.3. Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan Sindikasi 
Mengingat dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak 
ketiga, bank wajib berati-hati dalam pengelolaannya. Itu sebabnya, bank 
wajib memperhatikan dan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian 
bank, sebagai bentuk tanggung jawab bank kepada pihak ketiga. Dalam 
praktik, prinsip ini dominan digunakan dalam pemberian pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban bank 
untuk melakukan analisis sebelum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
disalurkan. (Abubakar dan Handayani, 2017) 
Terkait pembiayaan sindikasi PT. BPRS Central Syariah Utama 
menerapkan prinsip prudential dimana dalam menerima pengajuan 
pembiayaan dari nasabah harus melakukan analisa yang detail dan hati-
hati. Sehingga nantinya dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul 
dari usaha nasabah. 
Nasabah yang ingin mengaukan pembiayaan kepada lembaga 
keuangan harus mengisi aplikasi pengauan pembiayaan yang disertai 
dengan memberikan persyaratan pokok seperti fotokopi KTP yang masih 
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berlaku, KK, surat nikah (bagi yang sudah menikah), slip gaji (bagi yang 
sudah bekerja), dan persyaratan tambahan lainnya yaitu sesuai dengan 
profesi, pekerjaan, ataupun usaha nasabah. 
Setelah persyaratan terpenuhi, setelah itu dilakukan BI-Checking 
atau SLIK. Kemudian apabila tidak ada hambatan pada BI-Checking 
selanjutnya dilakukan survey jaminan. Di dalam menerima pembiayaan 
dari nasabah PT. BPRS Central Syariah Utama harus lebih hati-hati, mulai 
dari BI-Checking ataupun SLIKnya, kemudian analisisnya harus detail 
terutama untuk siklus usaha nasabah. Karena seringkali berpengaruh untuk 
kelancaran pembayaran angsuran. 
Peneliti menanyakan “Analisis apa yang digunakan dalam 
pembiayaan sindikasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga 
dapat meminimalisir risiko?” Kemudian informan menjawab: 
“Iya kalo kita menggunakan 5C, jadi kita otomatis harus mengenal 
karakter calon nasabah, yang kedua kapasitas nasabah, jaminan, 
kondisi ekonomi atau usahanya juga modal dari nasabah. Jaminan, 
kita seringkali menggunakan ya fixed asset itu biasanya SHM dari 
nasabah. Kalau tidak itu biasanya kita pakai jaminan yang asset 
nasabah tapi yang bergerak”. (wawancara dengan Bapak Widya 
Budi Dharma selaku senior account officer PT. BPRS Central 
Syariah Utama, 22/04/2019) 
Setelah melakukan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari 
character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan telah 
terpenuhi, maka pembiayaan dapat terealisasi. Untuk melakukan 
pembiayaan sindikasi dimana merupakan pembiayaan dengan jumlah dana 
yang cukup besar, maka perlu diperhatikan Batas Maksimum Penyaluran 
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Dana (BMPD) pada lembaga tersebut. Pada BPRS terdapat BMPD sesuai 
dengan PBI No. 13/5/PBI/2011. BMPD adalah presentase maksimum 
realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS. 
Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling 
tinggi 10% dari modal BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk penempatan 
dana antar bank kepada BPRS lainyang merupakan pihak tidak terkait 
dan/atau pembiayaan satu nasabah penerima fasilitas yang merupakan 
pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS. 
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan satu kelompok nasabah 
penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling 
tinggi 30% dari Modal BPRS. 
Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada Direktur 
Utama terkait analisis kelayakan nasabah yang digunakan untuk 
mengimplementasikan penerapan prinsip kehati-hatian. Kemudian 
informan menjawab: 
“Iya, dalam menganalisis kelayakan pembiayaan nasabah 
menggunakan analisis 5C. untuk membiayai nasabah yang dilihat 
adalah asetnya harus bisa mengcover dan juga dilihat kapasitas 
nasabahnya”. (wawancara dengan Bapak Septian Aribowo selaku 
direktur utama PT. BPRS Central Syariah Utama, 24/05/2019) 
Selain itu bagaimanakah dalam menyalurkan dana pada 
pembiayaan sindikasi, apakah adanya penentuan Batas Maksimum 
Penyaluran Dana diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut? 
“Dalam membiayai nasabah tidak boleh melebihi BMPD, kalo 
melebihi BMPD maka akan menadi bermasalah dan BPRS akan 
diberi aktu 3 bulan untuk menyelesaikan pelampauan BMPD 
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tersebut. Apabila masalah pelampauan BMPD tersebut tidak 
terselesaikan, maka BPRS akan mendapatkan sanksi dari OJK.” 
(wawancara dengan Bapak Septian Aribowo selaku direktur utama 
PT. BPRS Central Syariah Utama, 24/05/2019) 
Menurut ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 
2008 menetapkan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan 
usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip 
kehati-hatian.” PT. BPRS Central Syariah Utama sangat detail dan berhati-
hati dalam aspek usaha nasabah. Dimana siklus usaha nasabah dapat 
mempengaruhi angsuran nasabah dan menunjang kegiatan pembiayaan. 
 
4.2.4. Prinsip Syariah Pembiayaan Sindikasi ( Fatwa DSN MUI No. 
91/DSNMUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi) 
Bank syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua 
kegiatan bisnis yang meliputi produk, harga, dan jangka waktu dalam 
kontrak dan kondisinya. Bank syariah juga harus memastikan bahwa 
semua usaha bisnis bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat 
menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau 
kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya. (Nijal dan Ningsih, 2019) 
Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan 
syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. prinsip syariah 
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fata 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah. (Vivin dan Wahono, 2017) Pembiayaan 
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sindikasi telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 
tentang pembiayaan sindikasi. 
Penilaian syariah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha 
yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai 
dengan Fatwa DSN. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. (Chadziq, 
22017) 
Pembiayaan sindikasi merupakan pemberian pembiayaan kepada 
nasabah oleh beberapa lembaga keuangan, dimana terdapat leader dan 
peserta sindikasi. Pembiayaan sindikasi tidah hanya dilakukan dengan 
sesama bank syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan bank 
konvensional. 
Ketentuan akad yang digunakan antara sesama peserta sindikasi 
antara lain akad Murabahah, Musyarakah, dan Wakalah. Peneliti 
menanyakan kepada pihak PT. BPRS Central Syariah Utama mengenai 
akad yang digunakan PT. BPRS Central Syariah Utama dalam pembiayaan 
sindikasi, kemudian informan menjawab: 
“Jadi kalo untuk akadnya kita akan mengikuti akad dari leader 
terus nanti dari peserta sindikasi itukan penyertaan modal seperi 
apa. Cuman kita ada kesepakatan kerjasama saja. Jadi kita tidak 
menggunakan akad Musyarakah seperti itu. Jadi kita kesepakatan 
kerjasama, kita penyertaan modal sekian bagi hasilnya dari 
pembiayaan yang kita berikan ke nasabah sekian. Jadi untuk 
masing-masing peserta sindikasi sesuai penyertaan modal.” 
(wawancara dengan Bapak Widya Budi Dharma selaku Senior 
Account Officer PT. BPRS Central Syariah Utama, 22/04/2019) 
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Ketentuan akad yang digunakan antara entitas sindikasi dengan 
nasabah antara lain akad jual beli (Musawamah, Murabahah, Salam, 
Salam pararel, Istishna’, Istishna’ pararel), akad sewa (Ijarah dan Ijarah 
Muntahiyya Bitamlik), serta akad kerjasama usaha (Musyarakah Tsabitah 
dan Musyarakah Mutanaqisah). Peneliti menanyakan kembali kepada 
pihak PT. BPRS Central Syariah Utama mengenai akad yang digunakan 
PT. BPRS Central Syariah Utama dalam pembiayaan sindikasi. Berikut ini 
adalah yang diungkapkan oleh informan: 
“Akad tergantung dari penggunaan misalkan sewa, kan setiap 
pembiayaan berbeda. Sewa usaha kalau misalkan sewa tempat 
usaha ataupun untuk sewa lahan tambang itu kita menggunakan 
Ijarah. Tapi kalau untuk pembelian aset, nah itu biasanya kita 
menggunakan Murabahah. Jarang kita menggunakan Mudharabah. 
Jadi tergantung dari pembiayaan tujuan pembiayaan.” (wawancara 
dengan Bapak Widya Budi Dharma selaku Senior Account Officer 
PT. BPRS Central Syariah Utama, 22/04/2019) 
Direktur utama PT. BPRS Central Syariah Utama juga 
mengungkapkan bahwa dalam melakukan kegiatan pembiayaan hampir 
90% menggunakan akad Murabahah, tidak terkecuali dengam pembiayaan 
sindikasi. Sehingga dalam melakukan pembiayaan sindikasi, akad yang 
sering digunakan antara bank dengan nasabah adalah menggunakan akad 
Murabahah. 
PT. BPRS Central Syariah Utama dalam melakukan kerjasama 
pembiayaan sindikasi selama ini hanya dengan sesama BPRS, maka 
rekening dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya 
boleh diadministrasikan atau disusun dalam satu dokumen. 
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Selain itu, untuk penyelesaian masalah dalam pembiayaan sindikasi 
seperti perselisihan, sengketa, maupun kredit macet harus sesuai dengan 
syariah. 
“Tapi ketika memang sudah mentok gak ada solusi ya kita jalankan 
sesuai apa yang disampaikan kepada nasabah, mungkin juga 
tertuang dalam akad. Melalui pengadilan agama ataupun kita jual 
bersama jaminannya itu. Tapi biasanya dari pihak nasabah 
diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi entah nasabah yang 
menjual sendiri, kita beri tenggang waktu berapa minggu atau 
bulan. Kalau sampai waktu tenggang masih tidak bisa ya nanti kita 
yang jual”. (wawancara dengan Bapak Widya Budi Dharma selaku 
Senior Account Officer PT. BPRS Central Syariah Utama, 
22/04/2019) 
Seperti dalam peranjian kerasama pembiayaan, penanganan 
pembiayaan bermasalah, maka untuk penyelesaiannya dilakukan oleh 
leader (pihak pertama) dan jika diperlukan akan dibantu oleh peserta 
sindikasi. Risiko yang timbul akibat kelalaian nasabah dalam pembayaran 
angsuran setiap bulannya akan dikenakan denda, maka pembagian denda 
tersebut akan dilakukan secara proporsional antara para pihak. 
Kemudian jika penyelesaian bermasalah tersebut sampai pada 
tindakan eksekusi jaminan (agunan) maka hasil dari penjualan asset yang 
menjadi jaminan (agunan) yang ada akan dibayarkan secara proporsional. 
Untuk itu, PT. BPRS Central Syariah Utama telah sesuai dalam 
penerapan prinsp syariah dilihat dari Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-
MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi. 
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4.3. PEMBAHASAN 
4.3.1. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Pembiayaan 
Sindikasi 
Kerumitan proses pembiayaan sindikasi yang melibatkan beberapa 
lembaga keuangan, maka tidak menutup kemungkinan berbagai masalah 
timbul sehingga menghambat terbentuknya pembiayaan sindikasi. 
Proses pembentukan pembiayaan sindikasi PT BPRS Central 
Syariah Utama mengalami kendala atau hambatan yang dibagi menjadi 
dua hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Berbagai 
kendala atau hambatan ini antara lain sebagai berikut: 
1. Hambatan Internal 
a. Kendala atau hambatan yang dihadapi meliputi, kurang 
layaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dimata calon 
mitra sindikasi. Hal ini dikarenakan kriteria dalam menganalisis 
pengajuan pembiayaan nasabah setiap bank berbeda-beda. 
Sehingga hal ini yang menghambat dalam memberikan 
pembiayaan kepada nasabah yang bersangkurtan.Untuk itu tugas 
dari leader untuk meyakinkan mitra sindikasi dalam melakukan 
kerjasama. Selain itu, leader dapat menawarkan kerjasama 
dengan bank lainnya. 
b. Ketersediaan dana dari mitra sindikasi dalam artian nasabah 
telah melakukan pembiayaan sindikasi dengan mitra sindikasi, 
sehingga dalam membiayai nasabah tidak maksimal sesuai 
BMPD. Untuk itu, kurangnya dana dalam membiayai nasabah 
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yang kemudian leader harus menambah mitra sindikasi dalam 
membiayai nasabah tersebut. 
c. Kendala atau hambatan lain terkait menjadi anggota sindikasi 
yaitu untuk maintenance nasabah, bank tidak dapat secara 
langsung berinteraksi dengan nasabah karena harus melewati 
leader pembiayaan sindikasi. 
2. Hambatan Eksternal 
Kendala atau hambatan terkait konsistensi usaha nasabah. Dimana 
kendala yang paling besar itu terdapat pada sirkulasi usaha 
nasabah, karena sangat berpengaruh dalam angsuran pembiayaan 
nasabah. Dimana berpotensi menjadi kredit macet. 
Dalam proses pembentukan pembiayaan sindikasi PT. BPRS Harta 
Insan Karimah Surakarta yang juga pernah menjalin kerjasama sindikasi 
dengan PT. BPRS Central Syariah Utama mengalami hambatan eksternal 
yaitu hambatan yang muncul dari nasabah, dimana lokasi ataupun jaminan 
nasabah yang jauh dari bank. 
Lokasi nasabah atau lokasi aminan yang jauh dengan bank akan 
memberi pengaruh pada saat melakukan survey sehingga membutuhkan 
waktu yang lama untuk menganalisanya. Sehingga harus menggandeng 
BPRS lainnya yang lokasinya dekat dengan nasabah sehingga maintenance 
nasabah berjalan dengan baik. 
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4.3.2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Sindikasi 
Plafon yang besar dan dengan membutuhkan dana yang agak besar, 
pembiayaan sindikasi adalah opsi yang tepat untuk dalam mengatasi hal 
tersebut. Akan tetapi hal ini juga rentan terhadap risiko yang dapat 
membahayakan kesehatan bank, dalam hal ini adalah Non Performing 
Financing. NPF PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta cenderung 
mengalami pergerakan yang fluktuatif. 
Dari tahun ke tahun NPF PT. BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta pada tahun 2018 sebesar 9.52%. disini dapat diartikan bahwa 
PT. BPRS Central Syariah Utama dalam keadaan tidak sehat karena 
berada pada peringkat 4. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian 
sangat diperlukan. Prinsip kehati-hatian merupakan dasar ditetapkannya 
beberapa pembatasan dan larangan dalam pemberian pembiayaan. 
PT. BPRS Central Syariah Utama dalam pembiayaan harus 
menggunakan analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum memberikan 
pembiayaan kepada nasabah, yang bertujuan  untuk mengurangi 
pembiayaan bermasalah. Setelah melakukan wawancara dengan senior 
account officer dan direktur utama, maka dapat diketahui penerapan 
prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan sindikasi di BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta: 
a. Character: Penilaian katakter nasabah untuk mengetahui itikad baik 
nasabah untuk memenuhi keajibannya dan untuk mengetahuimoral, 
watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Analisa 
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pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS CSU dapat diketahui dari 
kejujuran nasabah dalam mengumpulkan formulir dan persyaratan 
data, mencari informasi di lingkungan sekitar nasabah. Kemudian 
BPRS CSU melakukan wawancara kepada calon nasabah dan 
hubungan dengan bank lain dalam hal ini kedisiplinan calon nasabah 
dalam memenuhi kewajibannya. Serta menilai calon nasabah dari segi 
kepribadian dan tingkah laku sehari-hari. 
b. Capacity: Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha 
guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat 
mengembalikan  pembiayaan diterima. Analisa pembiayaan yang 
dilakukan BPRS CSU adalah melihat pekerjaan dan pendapatan berih 
perbulan calon nasabah. 
c. Capital: Penilaian terhadap jumlah modal sendiri yang diinvestasikan 
oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah 
modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya. 
Analisis pembiayaan yang dilakukan BPRS CSU adalah menganalisa 
keuangan keluaraga calon nasabah. 
d. Condition of Economy: Penilaian terhadap kondisi usaha yang 
dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Penilaian yang dilakukan 
BPRS CSU adalah mengetahui lama usaha nasabah, lokasi usaha 
nasabah dan sektor usaha nasabah. 
e. Collateral: Penilaian terhadap aset atau benda yang diberikan nasabah 
sebagai agunan terhadap pembiyaan yang diterimanya. Penilaian 
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jaminan untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada 
bank. Penilaian jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan 
status hukumnya. Jaminan disini biasanya menggunakan fixed aset 
seperti, SHM nasabah, tanah dan bangunan, rumah mobil, dan lain 
sebagainya. 
Dari kelima analisis pembiayaan tersebut, BPRS CSU sangat 
mementingkan pada penilaian analisis kondisi usaha nasabah. Kondisi 
nasabah sangat berpengaruh dalam kegiatan pembiayaan nasabah serta 
embayaran angsuran nasabah. sehingga BPRS CSU lebih mementingkan 
aspek jangka panjang pembiayaan kepada nasabah. 
Berdasarkan analisis tersebut, yang nantinya akan menjadi alasan 
dalam penerimaan pengajuan pembiayaan nasabah, yang mana dengan 
analisis tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya permasalahan 
pembiayaan. 
 
4.3.3. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pembaiayaan Sindikasi 
Dari hasil penelitian mengenai penerapan prinsip syariah dilihat 
dari Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan 
sindikasi di PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta antara lain: 
1. Produk pembiayaan sindikasi BPRS CSU yaitu pembiayaan yang 
diberikan oleh beberapa lembaga keuangan dalam membiayai nasabah 
dimana pelaksanaannya terdapat leader dan peserta sindikasi. 
2. Akad yang digunakan oleh sesama peserta sindikasi dapat 
menggunakan tiga akad yaitu mudharabah, musyarakah, dan wakalah. 
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Pada pelaksanaannya BPRS CSU menggunakan perjanjian kerjasama 
seperti desain akad Musyarakah atau mengikuti leader. 
3. Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah terdapat empat opsi yaitu 
akad jual beli (ba’I al-musawamah, murabahah, salam, istishna), akad 
sewa menyewa (ijarah, dan ijarah muntahiya bi tamlik), akad 
kerjasama (musyarakah tsabitah dan musyarakah mutanaqisah), dan 
akad kerjasama bidang pertanian (muzara’ah, mukharabah, 
mugharasah, dan muqasah). Pada pelaksaannya BPRS CSU  lebih 
sering menggunakan akad murabahah. 
4. Kepesertaan BPRS CSU dalam pembiayaan sindikasi tidak hanya 
terbatas dengan Lembaga Keuangan Syariah saja, akan tetapi dapat 
pula dilakukan dengan Bank Konvensional dengan dokumen dan 
transaksi tersendiri. 
5. Jika nantinya terjadi suatu permasalahan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, namun ika tidak 
tercapai kesepakatan maka akan mealalui lembaga penyelesaian 
sengketa yaitu pengadilan agama. 
Pelaksanaan pemberian pembiayaan sindikasi di BPRS CSU selalu 
mementingkan prinsip syariah. Dimana pihak BPRS CSU menganalisa 
usaha atau pekerjaan calon nasabah dan transaksi pembiayaan terhindar 
dari aktivitas riba, tadhlim, maisyir, taghyir, tadlis, takhrir, dan 
menimbulkan mudharat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 
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Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, BPRS CSU 
juga harus mengutamakan kemampan calon nasabah dalam melakukan 
pengembalian pembiayaan. Semua kegiatan BPRS juga diawasi oleh 
Dewan Pengawas Syariah, sehingga dalam melakukan transaksi keungan, 
bank harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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 BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembiayaan sindikasi merupakan kerjasama antara beberapa bank 
dalam membiayai nasabah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat 
Leader dan Anggota sindikasi. 
2. Pembiayaan sindikasi merupakan alternatif dalam menyikapi 
pengajuan pembiayaan nasabah yang melebihi BMPD. 
3. Hambatan yang dialami dalam pembentukan pembiayaan terdapat 2 
faktor yaitu internal dan eksternal antara lain. 
a. Internal : kurang layaknya pembiayaan yang diajukan nasabah 
dimata mitra sindikasi,  ketersediaan dana dari mitra sindikasi, 
tidak dapat serta merta dalam melakukan maintenance nasabah. 
b. Eksternal : lokasi nasabah atau jaminan yang jauh dari bank, serta 
sirkulasi usaha nasabah yang berpengaruh menjadi kredit macet. 
4. Kriteria dalam pemberian pembiayaan sangat penting dalam 
kelangsungan pembiayaan. Kesalahan dalam menganalisis nasabah 
akan menyebabkan permasalahan dalam pembiayaan. Prinsip kehati-
hatian yang diterapkan oleh PT. BPRS CSU Surakarta analisa yang 
mendalam dengan menggunakan analisa 5C yaitu, character, capacity, 
capital, condition of economy, dan collateral. 
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5. Pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh PT. BPRS CSU Surakarta 
telah sesuai dengan prinsip syariah yang dilihat dari Fatwa DSN MUI 
No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi. Dalam hal 
ini, terkait desain akad yang digunakan antar semsama peserta 
sindikasi BPRS CSU menggunakan perjanian kerjasama yang mirip 
dengan desain akad musyarakah. Desain akad yang digunakan antara 
entitas sindikasi dengan nasabah menggunakan akad murabahah. 
Terkait transaksi dan dokumen diadministrasikan/disusun dalam satu 
dokumen selama dilakukan sesama lembaga keungan syariah. Serta 
dalam menghadapi perselisihan atau pembiayaan bermasalah 
menggunakan musyaarah mufakat. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam 
upaya melancarkan pembiayaan sindikasi dengan tujuan meminimalisir 
risiko maka penulis dapat memberian saran kepada pihak bank dalam 
menerapkan prinsip kehati-hatian harus lebih mendalam lagi dan secara 
hati-hati, sehingga kegiatan pembiayaan kepada nasabah beralan dengan 
lancar tanpa adanya permasalahan serta lebih mengembangkan akad yang 
dipakai dalam pembiayaan sindikasi.  
Penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu diadakan 
penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya 
disarankan agar dapat menganalisis suatu proyek pembiayaan sindikas. 
Sehingga lebih detail dalam menganalisa pembiayaan sindikasi yang 
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dilakukan suatu bank syriah. Serta menggali informasi yang lebih 
mendalam dengan menambah informan dari pihak nasabah dan perbankan. 
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Lampiran 1: Jadwal Penelitian 
N
O. 
Kegiatan 
Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. 
Penyusunan 
Proposal 
x x x x x x x  x x x  x x x                    
2. Konsultasi    x    x x x   x x x             x x      
3. 
Pendaftaran 
semprop 
                                  
4. 
Ujian 
semprop 
              x                    
3. 
Revisi 
Proposal 
                   x x x             
5. 
Pengumpula
n Data 
                         x x x       
6. 
Analisis 
Data 
                           x x      
7. 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                             x     
8. 
Pendaftaran 
Munaqasah 
                                  
9. Munaqasah                                x   
10. 
Revisi 
Skripsi 
                                x x 
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara 
No Rumusan Masalah Indikator Sub Pertanyaan Informan 
1 Bagaimanakah 
pembiayaan 
sidniaksi yang 
dilakukan. 
1) Pembiayaan 
Sindikasi 
1) Apa itu produk 
pembiayaan sindikasi? 
2) Tujuan pembiayaan? 
3) Sudah berapa lama 
melakukan pembiayaan 
sindikasi? 
4) Sektor apa saja yang 
dibiayai oleh 
pembiayaan Sindikasi? 
5) Bagaimana mekanisme 
pembiayaan sindikasi 
yang? 
6) Berpakah nisbah bagi 
hasil dari pembiayaan 
sindikasi yang 
ditentukan? 
7) Akad apakah yang sering 
digunakan dalam 
pembiayaan sindikasi 
pada? 
Pihak PT. 
BPRS CSU 
Surakarta 
dan PT. 
BPRS HIK 
Surakarta. 
2 Bagaimana prinsip 
kehati-hatian 
(prudential banking 
principle) yang 
dilakukan dalam 
pemberian 
pembiayaan 
sindikasi kepada 
1) Analisis 
Pembiayaan 
2) Pengelolaan 
BMPK 
3) Manajemen 
Risiko 
8) Bagaimana penerapan 
prinsip kehati-hatian 
dalam melaksanakan 
pembiayaan sindikasi 
terkait ketetapan Batas 
Maksimum Pemberian 
Pembiayaan (BMPP)? 
9) Berapakah Batas 
Pihak PT. 
BPRS CSU 
Surakarta 
dan PT. 
BPRS HIK 
Surakarta. 
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nasabah? Maksimum Pemberian 
Pembiayaan (BMPP) 
yang diberikan kepada 
nasabah pembiayaan 
sindikasi? 
10) Analisis apakah yang 
digunakan dalam 
pembiayaan sindikasi? 
11) Bagaimana penerapan 
prinsip kehati-hatian 
dalam melaksanakan 
pembiayaan sindikasi 
terkait analisis 
pembiayaan untuk 
menghindari adanya 
risiko yang mungkin 
timbul terkait 
pembiayaan 
(menggunakan analisis 
apa)? 
12) Apakah terdapat 
perbedaan analisis 
pembiayaan antara 
produk pembiayaan 
sindikasi dengan produk 
pembiayaan yang lain? 
13) Bagaimanakah 
manajemen risiko yang 
dilakukan dalam 
pelaksanaan pembiayaan 
sindikasi? 
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3 Apakah 
pelaksanaan 
pembiayaan 
sindikasi telah 
sesuai dengan 
prinsip syariah 
dilihat dari Fatwa 
DSN MUI No. 
91/DSN-
MUI/IV/2014 
tentang 
pembiayaan 
sindikasi? 
Fatwa DSN MUI 
No. 91/DSN-
MUI/IV/2014 
tentang 
pembiayaan 
sindikasi 
14) Apa itu pembiayaan 
sindikasi? 
15) Akad apa saja yang 
digunakan dalam 
pembiayaan sindikasi? 
16) Bagaimana penyelesaian 
pembiayaan bermasalah? 
17) Bagaimana ketentuan 
rekening dan dokumen 
akad? 
Pihak PT. 
BPRS CSU 
Surakarta 
dan PT. 
BPRS HIK 
Surakarta. 
4 Apa saja hambatan 
atau  kendala yang 
dihadapi dalam 
pemberian 
pembiayaan 
sindikasi? 
1) Hambatan 
internal dan 
Eksternal 
18) Apakah terdapat 
hambatan atau kendala 
dalam pembentukan 
pembiayaan sindikasi 
yang dilakukan (saat 
proses pembentukan 
maupun setelah 
berlangsungnya 
pembiayaan sindikasi ? 
19) Bagaimana cara 
penyelesaian yang 
dilakaukan sehingga 
hambatan tersebut dapat 
terselesaikan? 
Pihak PT. 
BPRS CSU 
Surakarta 
dan PT. 
BPRS HIK 
Surakarta. 
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Lampiran 3: Form Wawancara 
Form Catatan Wawancara 1 
Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2019 
Waktu  : 09.00 WIB 
Tempat/lokasi : PT. BPRS Harta Insan Karimah 
Data Informan 
Nama : Bp. Slamet Riyadi, SE 
Jabatan : Kabag Marketing 
 
Hasil Wawancara: 
PT. BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Surakarta telah melakukan 
pembiayaan sindikasi selama 4 tahun dengan sektor yang dibiayai adalah 
developer, properti, usaha dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya PT. BPRS 
HIK pernah menadi leader maupun menjadi anggota/peserta sindikasi. 
Pembiayaan sindikasi ini adalah satu nasabah dibiayai oleh beberapa BPR 
Syariah. Tujuannya adalah untuk menyikapi BMPD. 
Proses pembentukan pembiayaan sindikasi pasti terdapat hambatan, dalam 
pengalamannya  melakukan pembiayaan sindikasi, PT. BPRS HIK pernah 
memiliki hambatan eksternal yaitu lokasi nasabah yang jauh dengan bank, 
sehingga dalam prosesnya bank mennggandeng BPR Syariah yang dekat 
dengan lokasi nasabah. Untuk itu, PT. BPRS HIK disini akan berperan sebagai 
anggota sindikasi. 
Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan dengan skala besar sehingga 
dalam pelaksanaannya prinsip kehati-hatian sangat perlu diperhatikan. Analisis 
5C dilakukan PT. BPRS HIK dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. 
Sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan 
pemberian pembiayaan kepada nasabah. 
Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan sindikasi yang dilaksanakan 
oleh PT. BPRS HIK tercermin dari akad yang digunakan. Akad antara leader 
dengan nasabah menggunakan akad Murabahah sedangkan akad antar sesama 
bank sindikasi menggunakan akad Musyarakah. Selain itu, kerjasama sindikasi 
sesama bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana sesuai porsi 
pemberian dana pembiayaan. 
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Form Catatan Wawancara 2 
Hari/Tanggal  : Senin, 22 April 2019 
Waktu  : 14.15 WIB 
Tempat  : PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
Data Informan 
Nama : Bp. Widya Budi Dharma 
Jabatan : Senior Account Officer 
 
Hasil Wawancara 
PT. BPRS Central Syariah Utama (CSU) Surakarta telah melakukan 
pembiayaan sindikasi selama 5 tahun dengan sektor yang sering dibiayai adalah 
properti dan pertambangan. Untuk pelaksanaannya PT. BPRS CSU berperan 
menadi leader maupun anggota/peserta sindikasi. Pembiayaan sindikasi disini 
adalah PT. BPRS CSU menggandeng BPR Syariah lainnya dalam membiayai 
nasabah. Tujuan dari dibentuknya pembiayaan sindikasi pada PT. BPRS CSU 
adalah meminimalisasi risiko atau pembiayaan bermasalah dan menyikapi 
pengajuan pembiayaan nasabah yang melebihi BMPD. 
Pembiayaan sindikasi yang merupakan pembiayaan skala besar dan 
terdapat bank lain yang membiayai bukan berarti tidak ada hambatan dalam 
proses pembentukannya. Berdasarkan pengalaman terdapat berapa hambatan 
internal maupun eksternal dalam pembiayaan sindikasi yang telah dialankan 
oleh PT. BPRS CSU. Hambtan internalnya antara lain, pertama kurang 
layaknya nasabah untuk dibiayai dari sudut pandang calon mitra sindikasi. 
Kedua, ketersediaan dana dari calon mitra sindikasi, yang dikarenakan 
calon nasabah telah melakukan pembiayaan kepada calon mitra sindikasi 
sehingga tidak maksimalnya pemberian plafon pembiayaan. Ketiga, jika menadi 
anggota/peserta sindikasi. Bank tidak bisa serta merta langsung dalam 
maintenance nasabah sehingga harus melalui leader dalam prosesnya. 
Hambatan ekternal PT. CSU adalah konsistensi usaha nasabah. Kendala 
yang paling besar adalah sirkulasi usaha, karena sangat berpengaruh pada 
angsuran yang diberikan kepada bank, sehingga bisa menyebabkan kredit 
macet. 
Untuk itu prudential banking harus sangat diperhatikan. Analisis yang 
digunakan dalam menilai kriteria pengauan nasabah PT. BPRS CSU adalah 
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analisis 5C. Prinsip prudential terkait sindikasi harus lebih mendalam terutama 
terkait siklus usaha. 
Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan sindikasi yang telah 
dilakukan oleh PT. BPRS CSU terkait akad yang digunakan. Akad yang 
digunakan antara leader dan nasabah dalam pembiayaan sindikasi ini 
tergantung dari pembiayaan nasabah, akan tetapi yang lebih sering digunakan 
adalah Murabahah dan Ijarah. Sedangkan antar mitra sindikasi dalam 
pembiayaan sindikasi yang telak dilakukan PT. BPRS CSU akan mengikuti 
leadernya. Selain itu antar bank sidikasi hanya terdapat perjanjian kerasama. 
Jika terdapat permasalahan dalam pembiayaan sindikasi, PT. BPRS CSU 
akan melalui pengadilan agama. Tetapi biasanya diselesaikan dengan 
kekeluargaan. 
 
Form Catatan Wawancara 3 
Hari/Tanggal  : Senin, 24 Mei 2019 
Waktu  : 11.00 WIB 
Tempat  : PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
Data Informan 
Nama : Bp. Septian Aribowo 
Jabatan : Direktur Utama 
 
Hasil Wawancara 
Pembiayaan sindikasi adalah satu nasabah dibiayai oleh  beberapa bpr, bisa 
satu sampai lima bpr atau lebih. Dikarena terdapat batasan BMPD, dan setiap 
bpr memiliki BMPD yang berbeda-beda. BMPD didapat dari kerugian bank 
dengan modal disetor. BMPD pihak terkait seperti direksi, pemegang saham, 
komisaris dan lembaga eksekutif (Kabag) yaitu 10%,  sedangkan Pihak tidak 
terkait seperti contohnya nasabah yaitu 20%. Pada pembiayaan sindikasi 
nasabah mengajukan pembiayaan yang melampaui BMPD akhirnya kita harus 
kerjasama dengan bank lain, dan itu berlaku tidak hanya bpr tapi bank umum  
juga. 
Dalam membiayai nasabah tidak boleh melebihi BMPD, jika melebihi 
BMPD, pembiayaan akan menjadi bermasalah dan akan mendapat sanksi dari 
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OJK. Terkadang pembiayaan nasabah itu berbeda-beda,  dan itu harus sesuai 
dengan jaminan dan sesuai dengan kapasitas pembiayaan nasabah mengcover 
apa tidak.  Untuk itu diperlukan analisis pembiayaan dalam menerapkan prinsip 
kehati-hatian bank dalam menjalankan kegiatan perbankan. 
Setiap bank terdapat perhitungan atau analisis yang berbeda-beda, nah 
pada CSU terdapat 5C. untuk pembiayaan sindikasi, kerjasama antar bank juga 
harus terbuka, jadi nanti teknisnya juga bareng-bareng ada analisis agunan nanti 
kita survey bersama jadi harus transparan. Selain itu, semua kelebihan ataupun 
kelemahan nasabah harus disampaikan. 
Pada PT. BPRS CSU, jaminan itu didak bisa menjadi patokan kan kadang-
kadang banyak yang lebih mementingkan jaminan untuk mengcover 
pembiayaan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan. Pada 
BPRS CSU lebih mementingkan prospek usaha nanti kedepannya atau jangka 
panjangnya, pembayaran kembalinya itu yang dipikirkan, nah nasabah itu bisa 
apa tidak untuk mengembalikannya. 
Menurut pengalaman PT. BPRS CSU, terkait hambatan ya pada perbedaan 
analisis pembiayaan nasabah atau cara pandang bprs berbeda-beda. Untuk 
BPRS CSU menggunkan akad murabahah hampir 90% dalam pembiayaan. 
Mengapa menggunakan murabahah karena akuntansi syariah dan akuntansi 
konvensional itu berbeda. Kalo akuntansi syariah itu yang paling mengerikan 
itu mudharabah. 
Mudharabah itu menggunakan perjanjian seperti nisbah bagihasil dan 
terdapat jangka waktu pembayaran, terkadang nasabah dapat melenceng pada 
perjanjian dan sistem tidak bisa dibohongi jadi kalo sudah seprti itu pembiayaan 
otomatis akan menjadi macet. Jika semua pembiayaan seperti itu NPF kita bisa 
tinggi. Jadi kita harus jeli dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. 
Kemudian dalam pemberian pembiayaan, DPS akan bertugas melakukan 
pengawasan di bidang produk, sudah sesuai belum dalam melakukan 
pembiayaan. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 
Transkip Wawancara BPRS HIK 
Narasunber : Kabag Marketing BPRS HIK Surakarta Bp. Slamet Riyadi, SE 
Tanggal : 15 April 2019 
Peneliti : Apa yang dimaksud dengan produk pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Pembiayaan sindikasi ini adalah satu nasabah dibiayai oleh 
beberapa BPR syariah. dimana terdapat leader dan anggota. 
Mengapa ini kita lakukan, karena setiap bank itu kan ada Batas 
Maksimal Penyaluran Dana dimana perhitungan BMPD itu dari 
modal, cadangan umum, dan laba rugi berjalan di total dan untuk 
penyaluran dana ke nasabah kan maksimal 20% kalu untuk grup 
atau kelompok 30%. Nah pembiayaan sindikasi ini untuk 
mengakomodir pengajuan nasabah yang melebihi BMPD. Sehingga 
terbentuk pembiayaan sindikasi. 
Peneliti : Bagaimana mekanisme persyaratan dari awal sampai akhir? 
Narasumber : Terdapat leader dan anggota dan yang menginisiasi awal itu 
adalah leader dan leader yang membukukan. Dan persyaratan 
pengajuan itu sama dengan pembiayaan yang lain. Jika perorangan 
antara lain: KTP suami istri, FC KK, FC buku nikah, FC Jaminan, 
FC rekening tabungan, dan sebagainya. Kalo korporate atau 
perusahaan antara lain: legalitas perusahaan, akta pendirian, FC 
KTP pengurus, NPWP, SIUP, PBB, laporan keuangan, FC 
rekening tabungan, FC jaminan dll. 
Mislkan ada pembiayaan nasabah dengan adanya 5 anggota dengan 
BMPD masing-masing, nah misalkan 1M dan saya sebagai leader 
nah akad nya murabahah dengan nasabah. Nasabah taunya 
mengajukan dengan saya, tapi nasabah juga tau dalam pembiayaan 
ini terdapat sindikasi. anggota kepada leader terdapat perjanjian 
tersendiri dengan akad musyarakah dan ada surat kuasa. Jadi 
anggota memberi suarat kuasa kepada leader, jadi akadnya 
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murabahahnya di leader, nasabah ngangsurnya di leader, kemudian 
pembukuan dan jaminan di leader. Tetapi anggota juga memiliki 
file fotokopi persyaratan nasabah, fotokopi akad, fotokopi 
pengikatan jaminan dan anggota memegang perjanjian 
musyarakahnya. Jadi pembiayaan sindikasi ini lebih ke murni.” 
Peneliti : Bagaimana cara memilih bank untuk melakukan kerjaama 
pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Pertama kan begini, misalkan saya leader, terdapat pengajuan 
nasabah area solo, kalo posisinya masih di solo raya maka dari sisi 
maintenance masih mengcover, saya sebagai ketua/ leadernya saya 
mengajak beberapa anggota  tergantung pengajuan nasabah itu 
mengajukannya berapa. Kami mengajak beberapa orang itu 
tergantung dari yang pertama jumlah pembiayaan yang nanti akan 
dibiayaai jadi itu yang mengkondisikan jumlah anggota. Kalau 
posisi nasabahnya itu diluar solo raya misalkan yang jauh 
mengajukan ke kami, untuk memonitor usaha nasabah ini kami 
menggandeng BPR Syariah yang terdekat dengan lokasi nasabah, 
sehingga posisi kami menjadi anggota, dan yang menjadi leader 
yang terdekat seperti itu. 
Peneliti : Berapa lama BPRS HIK terdapat pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Kurang lebih 4 tahun 
Peneliti  : Untuk sektornya dalam pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Terdapat beberapa sektor, namun lebih fokus yang selama ini 
konsen kami ke pembiayaan developer untuk pembelian lahan / 
perumahan-perumahan. Nah itu nanti beli lahan dulu baru dijual , 
nanti ada yang beli cash ada yang KPR. Nah kami masuk yang 
untuk membeli lahannya  sehingga akadnya murabahah bisa 
musyarakah. Kalo murabahah lahan saya beli  kalo musyarakah 
kami share modal di situ  nanti keuntungan  dari perumahan itu 
berapa baru disepakasti nisbahnya kemudian muncul bagi hasilnya. 
Tapi lebih banyak ke akad murabahah. Sektor lain ada yang 
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properti, pengusaha muda, rumah makan dll. Akad yang digunakan 
dengan bank peserta sindikasi menggunakan akad musyarakah 
Peneliti : Bagaimana bagi hasil antar bank peserta sindikai? 
Narasumber : Sesuai dengan porsi keanggotaan, jadi misalkan pembiayaan 
murabahah, margin nasabah misalkan 10% jangka waktu 1th. 
Marginnya sesuai porsi keanggotaan. Keuntungan sebagai leader 
adalah terdapat fee leader. 
Peneliti : Prinsip kehati-hatian pembiayaan sindikasi BPRS HIK 
Narasumber : semua kita pakai 5C, character, collateral, capacity, capital, 
condition of economic itu kita pakai. untuk jaminan menggunakan 
fixed asset, bisa tanah dan bangunan, rumah, mobil dll. 
Peneliti : Bagaimana manajemen risiko pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Untuk meminimalisir risiko maka dari awal dengan analisa 
pembiayaan yang kuat, maintence harus kuat, monitor nasabah dan 
pengikatan yang sempurna. Selama melakukan pembiayaan 
sindikasi alhamdulillah di BPRS HIK tidak terdapat kredit macet. 
Peneliti : Apakah terdapat hambatan pembentukan pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Seperti misalkan lokasi nasabah yang jauh dari bank, untuk 
meminimalisir risiko BPRS HIK menggandeng BPRS yang 
lokasinya dekat dengan nasabah. 
Peneliti :  Apakah BPRS HIK melakukan pembiayaan sindikasi dengan 
bank konvensional juga? 
Narasumber : Di BPRS HIK tidak pernah melakukan pembiayaan sindikasi 
dengan bank konvensional. 
Peneliti : Berapakah total penyaluran pembiayaan sindikasi per desember 
2018? 
Narasumber : 7,6 Miliyar 
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Transkip Wawancara BPRS CSU 
Narasumber : Senior Account Officer BPRS CSU Surakarta Bp. Widya Budi 
Dharma 
Tanggal : 22 April 2018 
Peneliti : Bagaimana mekanisme pembiayaan sindikasi dari awal pengajuan 
pembiayaan hingga pencairan? 
Narasumber : Tujuan dari pembiayaan sindikasi itu adalah meminimalisir risiko 
atau pembiayaan bermasalah. Jadi pembiayaan sindikasi kita 
bertindak sebagai leader, yang kedua kita bisa bertindak sebagai 
anggota. Kalau untuk kita yang bertindak sebagai leader dalam 
artian kita untuk melakukan pembiayaan sindikasi untuk prosesnya 
itu sama seperti nasabah-nasabah pada umumnya. Jadi dari nasabah 
datang kesini, atau kita dari pihak bank mendatangi nasabah untuk 
menawarkan pembiayaan yang sekiranya ternyata pembiayaan 
yang diajukan itu kita nilai jika itu berpotensi permasalahan yang 
besar (meiliki risiko yang besar) bisa kita tolak atau tetap kita 
proses tapi melalui pembiayaan sindikasi. kenapa harus sindikasi 
karena yang pertama untuk meminimalisasi risiko, terus yang 
kedua karena kita memang keterbatasan dengan BMPD. BMPD 
kita saat ini terbatas di angka kurang lebih 500an. Jadi kalau 
sekiranya ada pembiayaan dari nasabah yang lebih dari BMPD kita 
otomatis kita nanti harus melakukan sindikasi. itu dari alurnya 
pertama nasabah dateng atau kita yang dateng ke nasabh 
(konsumen), kedua kita lihat plafondnya berapa kalau memang 
lebih otomatis kita sindikasi untuk prosesnya sama seperti 
pembiayaan yang lainnya, kemudian kita survey dulu kemudian 
pengechekan diacc apa tidaknya. Kalau diacc jika kita bertindak 
sebagai leader otomatis kita harus mencari mitra sindikasi. jadi kita 
menggandeng BPRS lainnya setelah kita sampaikan dan ternyata 
ada BPRS yang berminat untuk bermitra sindikasi maka kita 
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review ulang atau analisa ulang kita sampaikan pengajuan nasabah 
seperti ini tujuannya untuk ini dan plafond yang diminta nasabah 
itu sekian, nah baru mitra sindiksi dalam komite kita bagi porsi 
sesuai mungkin kemampuan dari masing-masing BPRS untuk 
penyertaan modal pembiayaan nasabah. Terkait kita yang berlaku 
sebagai leader otomatis nanti kita tanggung jawabnya lebih besar 
memang nasabah dari awal kita yang lebih tau, jadi kita tanggung 
jawabnya lebih besar. Mulai dari angsuran, maintenance 
pembiayaan nasabah, otomatis kita yang lebih untuk mengerti. Jadi 
nanti untuk pembiayaan sindikasi untuk kita sebagai leader untuk 
administrasi pendapatan kita lebih besar berbeda dengan anggota. 
Peneliti : Apa saja hambatan / kendala dalam pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Kalo kendala saat pembentukan pembiayaan sindikasi mungkin 
dari nasabah yang ternyata kita analisa itu sudah memenuhi kriteria 
terus kita sampaikan ke mitra sindikasi atau calon mitra sindikasi 
tapi kok ternyata dari calon peserta sindikasi mungkin merasa ini 
kurang layak jadi itu sebagai hambatan kita untuk memberikan 
pembiayaan ke nasabah bersangkutan. Jadi kita sudah memberikan 
gambaran analisa tentang usaha, kapasitas nasabahnya seperti ini, 
karakternya seperti ini, tapi ternyata dari pihak BPRS yang lainnya 
sebagai calon anggota sindikasi ternyata merasa kurang layak untuk 
dibiayai, nah itu salah satu hambatannya. 
Terus yang kedua mungkin terkait pembiayaan sindikasi mungkin 
terkait ketersediaan dana dari mitra sindikasi seperti itu. Dalam 
artian nasabah satu itu mungkin sudah pembiayaan di BPRS yang 
ternyata sebagai mitra sindikasi. nah jadi disini kita ya otomatis 
belum tau ternyata sudah ada pembiayaan di tempat tersebut. 
akhirnya mereka yang seharusnya bisa maksimal sesuai BMPD 
akhirnya ya cuman tinggal berapa saja, jadi tidak maksimal untuk 
pemberian plafond pembiayaan untuk sindikasi itu. 
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Mungkin kendalanya ya itu khususnya dari pihak kita dari pihak 
perbankannya. Dari bank peserta sindikasi. terus kalo untuk dari 
pihak nasabah biasanya kalo kedepannya itu mulai ada kendala itu 
ya terkait dengan konsistensi usaha nasabah seperti itu. Yang 
namanya usaha mungkin mengalami pasang surut, jadi itu sudah 
bukan rahasia lagi bagi kita. Kendalanya ya yang paling besar itu di 
sirkulasi usaha ya seperti itu. 
Peneliti : Berapa lama BPRS CSU Surakarta melakukan pembiayaan 
sindikasi? 
Narasumber : untuk pembiayaan sindikasi setahu saya itu mulai tahun 2014. 
Jadi sudah 5 tahunan. 
Peneliti : Sektor apa saja yang dibiayai dengan menggunakan pembiayaan 
sindikasi? 
Narasumber : Kebanyakan untuk pembiayaan sindikasi ini, karena memang 
untuk plafon yang besar dan yang membutuhkan dana yang agak 
besar itu biasanya ee mereka mereka para nasabah atau calon 
nasabah yang bergerak di bidang properti ataupun dalam bidang 
pertambangan. Biasanya seperti itu. Untuk kita, saat ini kita ada 
beberapa nasabah yang dalam bidang properti jadi kita juga 
melakukan sindikasi terus yang dipertambangan dalam artian kita 
yang sudah di acc seperti pasir seperti itu kita juga ada nasabah 
sindikasi tadi kita yang bertindak sebagai leader. Kalo yang terkait 
kita sebagai peserta atau anggota sindikasi kita kendalanya 
memang untuk maintenance nasabah kita kan memang tidak bisa 
serta merta secara langsung mungkin kita harus lewat leadernya 
seperti apa. Kalo misalkan dalam perjalanan pembiayaan itu terjadi 
permasalahan jadi kita mennyampaikan kepada leadernya dulu baru 
kita mungkin bersama-sama bisa action ke nasabah. Jadi itu 
kendala kita sebagai anggota. 
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Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian BPRS CSU Surakarta 
dalam melakukan pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Kalo untuk prinsip prudentialnya terkait sindikasi yang jelas kita 
analisa memang harus lebih hati-hati ya, mulai dari SLIKnya 
kemudian dari analisanya memang harus lebih detail terutama 
untuk terkait siklus usaha. Soalnya kalau siklus usaha itu nanti 
sering kali berpengaruh untuk kelancaran pembayaran angsuran. 
Jadi kita lihat siklus usahanya seperti apa jadi angsurannya 
mungkin bisa yang flat ataupun bisa yang lainnya. 
Peneliti : Apa yang digunakan untuk menganalisa pembiayaan sindikasi 
pada BPRS CSU Surakarta? 
Narasumber : Iya kalo kita menggunakan 5C. jadi kita otomatis kita harus 
mengenal karakter calon nasabah, terus yang kedua kapasitas 
nasabah, terus jaminan, terus kondisi ekonomi atau usahanya juga 
modal dari nasabah. 
Peneliti : Jaminan apa yang digunakan nasabah dalam pembiayaan 
sindikasi pada BPRS CSU Surakarta? 
Narasumber : Kalo jaminan kita sering kali menggunakan ya fixed assets itu 
biasanya SHM dari nasabah seperti itu. Kalo tidak itu biasanya kita 
pakai jaminan yang aset nasabah tapi yang bergerak. 
Peneliti : Apa saja akad yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Akad tergantung dari penggunaan misalkan sewa, kan setiap 
pembiayaan berbeda. Sewa usaha kalo misalkan sewa tempat usaha 
ataupun untuk sewa lahan tambang itu kita menggunakan ijarah. 
Tapi kalo untuk pembelian aset, nah itu biasanya kita menggunakan 
murabahah. Jarang kita menggunakan mudharabah. Jadi tergantung 
dari pembiayaan tujuan pembiayaan. 
Peneliti : Akad apa yang digunakan antar sesama bank sindikasi ? 
Narasumber : Jadi kalo untuk akadnya kita akan mengikuti akad dari leader 
terus nanti dari peserta sindikasi itukan penyertaan modal seperi 
apa. Cuman kita ada kesepakatan kerjasama saja. Jadi kita tidak 
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menggunakan akad musyarakah seperti itu. Jadi kita kesepakatan 
kerjasama, kita penyertaan modal sekian bagi hasilnya dari 
pembiayaan yang kita berikan ke nasabah sekian. Jadi untuk 
masing-masing peserta sindikasi sesuai penyertaan modal. 
Peneliti : Bagaimana analisis risiko yang dilakukan BPRS CSU Surakarta 
untuk meminimalisir kredit macet? 
Narasumber : ya tadi terkait 5C tadi ya, kalo ketika dari 5C kita kedepan itu kok 
ada permasalahan kita biasanya mengedepankan ya pendekatan 
nasabah, jadi kita tidak serta merta harus melakukan eksekusi. Kita 
melakukan pendekatan kendalanya apa sih? Kalo sekiranya 
memang kendalanya terkait siklus usaha dan masih tetap berjalan 
dan dari nasabah bersedia melakukan I’tikad baik kita resceduling 
atau penjadwalan ulang, diperpanjang jangka waktunya. Jadi 
angsurannya biar bisa tetap masuk. Tapi ketika memang sudah 
mentok gak ada solusi ya kita jalankan sesuai apa yang 
disampaikan kepada nasabah, mngkin juga tertuang dalam akad 
juga. Melalui pengadilan agama ataupun kita jual bersama 
jaminannya itu. Tapi biasanya dari pihak nasabah itu diselesaikan 
dengan cara kekeluargaan. Jadi entah nasabah yang menjual sendiri 
kita beri tenggang waktu berapa minggu atau bulan. Kalo sampai 
waktu tenggang masih tidak bisa ya nanti kita yang jual. 
Peneliti : BPRS CSU dalam melakukan pembiayaan sindikasi apakah 
dengan bank syariah saja atau juga dengan bank konvensional? 
Narasumber : Selama ini kita dengan bank syariah saja. Jadi dalam pembiayaan 
kita lepas dari bank konvensional. 
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Transkip Wawancara BPRS CSU 
Narasumber : Direktur Utama BPRS CSU Surakarta Bp. Septian Aribowo 
Tanggal : 24 Mei 2019 
Peneliti : Apa yang dimaksud dengan produk pembiayaan sindikasi? 
Narasumber : Pembiayaan sindikasi adalah satu nasabah dibiayai oleh  beberapa 
bpr, bisa satu sampai lima bpr atau lebih. Kenapa bisa dibiayai oleh 
beberapa bpr? karena terdapat batasan BMPD, masing-masing bpr 
berbeda-beda BMPD nya. BMPD didapat dari kerugian bank 
dengan modal disetor. Pihak terkait seperti direksi, pemegang 
saham, komisaris dan lembaga eksekutif (Kabag) yaitu 10%,  
sedangkan Pihak tidak terkait seperti contohnya nasabah yaitu 
20%. Tapi kadang-kadang pembiayaan nasabah itu berbeda-beda,  
dan itu harus sesuai dengan jaminan sesuai dengan kapasitas 
pembiayaan nasabah mengcover apa tidak. Kalo mengcover ya 
nanti kita acc, kalo tidak ya kita acc sesuai dengan kemampuannya 
dia. Jadi kadang-kadang bank terdapat perhitungan atau analisis 
yang berbeda-beda, nah pada CSU terdapat 5C.  Untuk membiayai 
nasabah yang dilihat adalah asetnya harus bisa mengcover, 
kapasitas kemampuan nasabahnya. Dan pada pembiayaan sindikasi 
nasabah mngajukan pembiayaan yang melampaui BMPD akhirnya 
kita harus kerjasama dengan bank lain, dan itu berlaku tidak hanya 
bpr tapi bank umum  juga. Jadi nanti teknisnya juga bareng-bareng 
ada analisis agunan nanti kita bareng-bareng kesana, survey 
bersama jadi harus transparan. Harus ada keterbukaan, jadi 
semuanya kelebihan ataupun kelemahan harus disampaikan. Dan 
misalkan tim komite sindikasi akhirnya tidak sepakat ya tidak jadi 
dibiayai ketidak sepakatan ini misalkan mengenai analisisnya. Dan 
dalam membiayai nasabah tidak boleh melebihi BMPD, kalo 
melebihi BMPD akan bermasalah dan diberi aktu 3 bulan untuk 
menyelesaikannya. Sanksinya jika masalah itu tidak dapat 
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diselesaikan, maka yang akan bertanggung jawab adalah direksi 
sehingga direksi akan mendapat sanksi dari OJK dan tidak dapat 
bekerja di mana-mana, pembekuan bank, dll. 
Peneliti : Hambatan pembentukan Pembiayaan Sindikasi ? 
Narasumber : perbedaan analisis pembiayaan nasabah atau cara pandang bprs 
berbeda-beda. 
Peneliti : Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan ? 
Narasumber : Menggunakan 5C, untuk BPRS CSU jaminan itu didak bisa 
menjadi patokan kan kadang-kadang banyak yang lebih 
mementingkan jaminan untuk mengcover pembiayaan dalam 
menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan. Pada BPRS 
CSU lebih mementingkan prospek usaha nanti kedepannya atau 
jangka panjangnya, pembayaran kembalinya itu yang dipikirkan, 
nah nasabah itu bisa apa tidak untuk mengembalikannya. 
Peneliti : Akad yang digunakan? 
Narasumber : Murabahah dan ijarah, ijarah murni namun ijarahnya sedikit 
sekali. dan bprs menyewakan untuk nasabah. akan tetapi sering 
menggunakan murabahah. Untuk BPRS CSU menggunkan akad 
murabahah hampir 90%. Mengapa menggunakan murabahah 
karena akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu berbeda. 
Kalo akuntansi syariah itu yang paling mengerikan itu mudharabah. 
Mudharabah itu menggunakan perjanjian seperti nisbah bagihasil 
dan terdapat jangka waktu pembayaran, terkadang nasabah dapat 
melenceng pada perjanjian dan sistem tidak bisa dibohongi jadi 
kalo sudah seprti itu pembiayaan otomatis akan menjadi macet. 
Jika semua pembiayaan seperti itu NPF kita bisa tinggi. Jadi kita 
harus jeli dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. 
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Lampiran 5: Gambar dan Data 
Gambar Bukti Penelitian 
 
Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, SE selaku Kabag Marketing PT. BPRS 
Harta Insan Karimah Surakarta 
 
Wawancara dengan Bapak Widya Budi Dharma selaku Senior Account Officer 
PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
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Wawancara dengan Bapak Septian Aribowo selaku Direktur Utama PT. BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta 
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Data Bukti Penelitian 
Contoh Analisis Syariah 
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Contoh Nota Analisia dan Keputusan Pembiayaan 
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Contoh Analisis Agunan 
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Contoh Peranjian Kerjasama Pembiayaan 
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Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian 
Surat Keterangan Penelitian BPRS CSU 
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Surat Keterangan Penelitian BPRS HIK 
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Lampiran 8 : Cek Plagiat 
 
 
